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Marriage under the provisions contained in the classical books of men who wish
to have more than one wife, there is no requirement as regulated in the provisions of
Government Regulation No. 45 of 1990 amendment to Government Regulation No. 10
of 1982 concerning Marriage and Divorce Permits Civil Servants, five sufficient
conditions for the prospective wife, prospective husband, guardian, two witnesses, and
sighat. While civil servants in the PP Article 4 Paragraph 1 men who want to have
polygamy should seek permission from their superiors and Religious Courts. According
to the researcher need to do re-analysis with appropriate methodology and precisely
because the Government Regulation concerning state law order, in order to find whether
Government Regulation Number 45 Year 1990 concerning Permit of Marriage and
Divorce of Civil Servant have expediency or vice versa. For that the researcher chose
Magashid al-Shari‘ah Jasser Auda as a knife of analysis in this study.

This study aims to test empirically the variables that have been formulated in the
formulation of the problem, namely reveal the history of birth PP. No. 45 Th. 1990
amendment of PP. No. 10 Th. 1983 on the marriage and divorce of civil servant, the
application of the theory of Magashid al-Shari'ah Jasser Auda to the PP. No. 45 Th.
1990, and analyzed the PP. No. 45 Th. 1990 amendment of PP. No. 10 Th. 1983 on
marriage permit and divorce of civil servants with the theory of Magashid al-Shari‘ah
Jasser Auda. Research Methods with Approach and Type of Research is a qualitative
approach oriented to the statutory approach (Statute Aproach) with the type of research
Library (library research). Methods of data collection using documentation, and data
analysis using descriptive - inductive.

The results of the analysis show the birth of PP. No. 45 Th. 1990 amendment to
PP. No. 1983 on Marriage and Divorce Licenses for Civil Servants there is provision of
PP. No. LO Th. L983 is not clear, consequently civil servants who violate and should be
subject to the provisions of Government Regulation No. 10 of 1983 can avoid, whether
intentionally or not, against the provision. The application of Magashid al-Shariah with
a system approach is built with 6 features in the epistemology of Islamic Law, following
6 features of system theory support; 1. Cognition (Cognitive Nature)., Wholeness 2., 3.
Openness (Self-Renewal)., 4. Interrelated Hierarchy., 5. Multi-dimensionality., 6.
Purposefulness. The third Article 4 paragraph (1) and Article 10 paragraph 2 and 3
about the terms and the cumulative alternative to the Magashid al-Shari‘ah with the aim
of attracting expediency and refuse damage. While Article 4 Paragraph (2) is not in
accordance with Magashid al-Shariah in the form of Hifd al-Din, Nafsi, Maal. The first
reason, contrary to the QS dlohirayat. An-Nisa 'verse 3, which became legally
permissible for women to be polygamous, both closing the economic development that
in the Magashid al-Shariah was Fath al-Dzari'ah.
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ABSTRAK

Al Faqgir, Fawait Syaiful Rahman. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang lzin
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspekitif
Magashid Syari’ah Jasser Auda. Pembimbing I: Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag.
Pembimbing Il: Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, Magashid al-Syari’ah
Jasser Auda.

Perkawinan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab klasik laki-laki
yang ingin memiliki istri lebih dari satu, tidak ada persyaratan seperti yang telah diatur
dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Pegawai
Negeri Sipil, cukup lima syarat adanya calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi,
dan sighat. Sedangkan PNS dalam PP Pasal 4 Ayat 1 laki-laki yang ingin berpoligami
harus meminta izin kepada atasannya dan Pengadilan Agama. Menurut peneliti perlu
melakukan analisis kembali dengan metodologi yang sesuai dan tepat sebab Peraturan
Pemerintah menyangkut tatanan hukum Negara, demi menemukan apakah Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian Pegawai
Negeri Sipil mengandung kemanfaatan atau sebaliknya. Untuk itu peneliti memilih
Magashid al-Syari’ah Jasser Auda sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik variabel-variabel yang
telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu mengungkap sejarah lahirnya PP. No.
45 Th. 1990 perubahan PP. No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
PNS, prosedur penerapan teori Magashid al-Syari’ah Jasser Auda terhadap PP. No. 45
Th. 1990, dan menganalisa PP. No. 45 Th. 1990 perubahan PP. No. 10 Th. 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dengan teori Magashid al-Syari’ah Jasser Auda.
Metode Penelitian dengan Pendekatan dan Jenis Penelitian adalah pendekatan
kualititatif yang berorientasi pada pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach)
dengan jenis penelitian Kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data
menggunakan dokumentasi, dan analisis data menggunakan deskriptif-induktif.

Hasil analisis menunjukkan lahirnya PP. No. 45 Th. 1990 perubahan atas PP.
No. 1983 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat
ketentuan PP. No. 10 Th. 1983 yang tidak jelas, akibatnya PNS yang melanggar dan
seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1983 dapat
menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Penerapan
Magashid al-Syariah dengan pendekatan sistem dibangun dengan 6 fitur dalam
epistemologi Hukum Islam, berikut 6 fitur penunjang teori sistem; 1.Kognisi (Cognitive
Nature)., 2. Utuh (Wholeness)., 3. Openness (Self-Renewal)., 4. Interrelated
Hierarchy.,5. Multi-dimensionality., 6. Purposefulness. Ketiga pasal 4 ayat (1) dan pasal
10 ayat 2 dan 3 tentang syarat alternative dan kumulatif sesuai dengan Magashid al-
Syari’ah dengan tujuan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan Pasal
4 Ayat (2) tidak sesuai dengan Magashid al-Syariah berupa Hifd al-Din, Nafsi, Maal.
Alasan pertama, bertentangan dengan dlohir ayat QS. an-Nisa’ ayat 3 yang menjadi
legal formal diperbolehkannya wanita dipoligami., kedua menutup perkembangan
ekonomi yang dalam Maqashid al-Syariah berupa Fath al-Dzari’ah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Nikah merupakan pengaturan hubungan antar-manusia sebagai
makhluk sosial dalam berkeluarga.® Nikah menjadi satu-satunya pintu yang
diperbolehkan membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.””

Perkawinan dalam Islam mempergunakan istilah nikah, sementara itu
Al-Qur’an mempergunakan istilah nikah dengan perjanjian perikatan, Allah

berfirman:

: . € < e ¢ . E e £
55 o) memlls Sols Ge ekl 350u (VT 1,500

P
24
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> 7 Eld ] Za T
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Artiya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

'Umul Baroroh, 2012, Keberagamaan dan Fundamentalisme sebagai Faktor Persepsi tentang
Kesetaraan Jender, Sikap terhadap Nikah Sirri, dan Respons pada Rencana Legislasi Nikah Sirri.
Al-lhkam, 1 (1), 1-2.

2MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, (Yogyakarta: LkiS & Pustaka Pelajar, 1994), 85.



Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.3

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh
setiap manusia, nikah atau perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan
pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan
mahrom (orang yang haram dinikahi) serta menimbulkan hak dan kewajiban
antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan
lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama
dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut
ketentuan-ketentuan syariah Islam.*

Perkawinan dimana salah satu fungsinya sebagai legalitas formal
dihalalkannya laki-laki dan perempuan ajnabi membina rumah tangga dalam
ajaran agama Islam merupakan nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi
Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat
(mitsgan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakan
nikah merupakan ibadah.®> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama
kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan
dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun

dalam bentuk yang lain, sedangkan orang yang berkeinginan untuk

Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (t.t.; Jakarta, 1978), 76. Bandingkan dengan
para ahli Figh mempergunakan istilah perkawinan dengan nikah, namun di antara para imam
berbeda pendapatnya tentang istilah tersebut, lihat; Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam
tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11.

*Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cett 111, (Sinar Grafika; Jakarta, 2009), 9. Lihat
juga Eman Suparman, Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW.
Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

>Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Cv. Nuansa Aulia; Bandung, 2013), 2.



melakukan pernikahan, tetapi belum memiliki persiapan bekal (fisik dan non
fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, sebab orang
berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela bahkan
keji sekalipun.®

Substansi pernikahan sulit tercipta tanpa pemenuhan porsi yang
seimbang antara kedua pasangan suami istri (pasutri), porsi yang dimaksud
adalah pemenuhan kewajiban antara pasangan suami dan istri. Kewajiban
suami adalah bertanggungjawab terhadap kewajibannya kepada istri,
begitupula sang istri bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada
suami. Pola penyeimbangan pemenuhan dalam pelaksanaan kewajiban dari
masing-masing pihak akan membentuk hubungan keluarga yang diharapkan,
yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pola penyeimbangan pelaksanaan
kewajiban antar masing-masing pihak akan membentuk pemenuhan hak
sekaligus, apabila suami melaksanakan kewajibannya kepada istri maka
secara otomatis istri akan mendapatkan haknya, bagitupula dengan istri yang
melaksanakan kewajibannya kepada suami maka secara otomatis suami
mendapatkan hak-haknya dari istri.

Disamping melaksanakan pola penyeimbangan kewajiban dari
masing-masing pihak di dalam perkawinan, suami maupun istri dilatih untuk
memiliki mental sportif dari naluri kemanusiaan yang sehat serta sejalan

dengan perasaan hati dan fikiran. Dari mental sportif dan naluri kemanusiaan

®Ibid, 82.



yang sehat akan menumbuhkan keluarga yang damai, tentram, tenang, dan

penuh kasih sayang sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi Muhammad

SAW.’

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur’an

dan Hadits, kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) tahun 1991 mengandung tujuh asas atau kaidah hukum sebagai berikut:

1.

Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan
spiritual dan material.

Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan
kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat
oleh petugas yang berwenang.

Asas monogmi terbuka.

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila
lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat
melangsungkan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang
baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.

Asas mempersulit terjadinya perceraian.

Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam
kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh
karena itu, segala dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan
bersama oleh suami istri.

Asas pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah
menikah atau melakukan ikatan perkawinan.®

"Abd. Waris, 2014, Praktik Poligami bawah Tangan Di Desa Laden Kabupaten Pemekasan. Al-
Ihkam, Vol. 9 (2), 225. Bandingkan dengan Jones Jamilia, Monogami dan Poligami dalam Islam,
(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001), 37.

®Moh. Idris Lamulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 31.



Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUP:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, ayat 2 mengungkapkan: tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
perkawinan dalam garis besar hukum Kompilasi Hukum Islam diuangkan
bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6”.

Dalam kehidupan, bisa dipastikan diantara salah satu pihak pasangan
suami istri dihadapkan pada kondisi paling susah, tidak jarang keutuhan
rumah tangga sebagai taruhan, tentu hal demikian akan terbina dengan baik
jika komponen keluarga mampu menyelesaikan problem yang dihadapi.
Diluar itu, ada juga pasangan memilih sesuatu yang baru, seperti poligami.
Poligami  sebenarnya salah satu pembahasan penting, karena itu tidak
mengherankan jika pembahasan masalah poligami diletakkan di awal surat
An-Nisa’ sebagaimana bisa dilihat pada ayat ketiga9 merupakan satu-satunya

InlO

ayat dalam “at-Tanzil”'° yang membicarakan masalah ini.'* Hukum poligami

dalam Islam, menurut pendapat mayoritas ulama’ hukum poligami

Al-Qur’an, 4: 3.

%Nama lain dari kitab suci Al-Qur’an.

Munculnya pemahaman antara as-Bab an-Nuzul Teks dengan konteks sosial historis adalah sejak
era (mufassir mutaakhkhirin), penggagas pertama dari munculnya paradigma kontekstual
diantaranya adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Rasid Ridha. Menurut Abduh sebagian
besar kitab-kitab tafsir sangat gersang sebab gaya, tipe, dan model dalam menafsrikan berpokok
pada kebahasaan dan kedudukan kalimat dari segi I’rab. Para mufassir kontemporer tidak lagi
memahami kitab suci sebagai wahyu yang mati seperti yang difahami oleh ulama’ tradisional,
melainkan sebagai sesuatu yang hidup. Menurut mufassir kontemporer teks Al-Qur’an tidak
diwahyukan dalam ruang dan waktu yang hampa budaya, melainkan hadir pada zaman dan ruang
yang serat budaya. Pendapat yang lebih ekstrim adalah pendapat Nashr Hamid Abud Zayd bahwa
Al-Qur’an adalah produk budaya, yakni teks yang muncul dalam sebuah struktur budaya Arab
abad tujuh selama lebih dari dua puluh tahun dan ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan
budaya itu. Lihat Ahmad lzzan, Metodologi Ilmu Tafsir, (Bandung: Tafakkur (Kelompok
Humaniora), 2007), 216-217. Sejalan dengan pandangan tersebut, adalah pandangan dari KH.
M.A. Sahal Mahfudh. Menurut beliau fakta sejarah tidak bisa dilupakan bahwa awal
perkembangannya terdapat Figh Iraq dan Figh Madinah, atau bahkan “Qoul Qodim” dan “Qoul
Jadid” dari imam Syafi’i. Bandingkan dengan Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, (Yogyakarta:
LkiS Yogyakarta, 2007), xxiv.



diperbolehkan, baik ilmuan klasik'® dan pertengahan,”® dengan batas

maksimal empat.

Pandangan as-Syafi’iyyah terhadap hukum poligami diperbolehkan
secara mutlak selama jumlahnya tidak melebihi empat orang, tidak
menyinggung tentang keadilan maupun hak istri terhadap suaminya kecuali
penggiliran istri-istri, nafkah dan warisan.'* Pendapat Hanafiah, keadilan

suami pada istri lebih ditekankan pada masalah lahiriyah, seperti pembagian

?Masa klasik sejak proses awal perjalanan Islam, sampai memiliki metode Ush al-Figh dalam
menghasilkan Hukum Islam. Islam mencapai masa gemilang, dengan lahirnya Imam Mujtahid
seperti imam Syafi’i, imam Ahmad bin Hambal, imam Abu Hanifah dan imam Malik. Masa ini
memberi pengaruh positif dan negatif terhadap umat setelahnya. Pengaruh positif Islam
berkembang dan semakin meluas dengan terciptanya metode pengambilan hukum Islam, sampai
menghasilkan kitab-kitab Figh, jawaban atas problematika-masyarakat mendapatkan solusi dari
jawaban hasil Istinbat al-Hukmi, masa ini populer dengan sebutan zaman keemasan Islam mulai
abad ke-7 sampai pada abad ke-12 (abad pertengahan). Lihat Harun Nasution, Pembaharuan
Dalam Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang.1992),13.
Blnayah dan Rahmaniyah, Menyoal keadilan dalam poligami, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan
Kalijaga, 2009), 5. Masuk periode pertengahan (1250-1800 M.), ditandai dengan Islam yang pecah
menjadi dua karena  desentralisasi dan disentegrasi bertambah meningkat, dan semakin
tersebarnya berita bahwa pintu untuk berijtihad tertutup. Nasution, Pembaharuan Dalam Islam,13.
 lbrohim al-Bajuri, Khashiyah al-Bajuri Alaa Ibnu Qosim al-Ghozi, juz II,(Surabaya: Nurul
Huda, t.t.), 92-93. Ada pengklasifikasian antara laki-laki merdeka dengan laki-laki buda’ dalam
masalah poligami, untuk laki-laki merdeka diperbolehkan menikahi perempuan dengan batas
maksimal empat, sedangkan laki-laki buda’ boleh menikah lebih dari satu istri maksimal dua.
Alasan pembagian ini menurut komentar Shohibul Bajuri adalah pernikahan merupakan hal yang
sempurna dan utama, oleh sebab itu bagi laki-laki yang tidak merdeka belum cukup dikatakan
sempurna dan utama, maka bagi laki-laki budak diperbolehkan berpoligami dengan maksimal dua
wanita. Keterangan yang sama bisa dijumpai dalam kitab “Ta’adud al-Zaujat”, seperti yang
termaktup dalam al-Quran surat an-Nisa 4:3 ditafsirkan “apabila kalian hawatir tidak bisa berlaku
adil maka cukupkanlah dengan satu istri, sebab hal ini labih meringankan dari pada beristri lebih
darl satu. Lihat Idris Abdul Karim, Ta’adud al- ZaUJat Juzl, (tt:tp. tt),8.
O ) BV elill sland (g a8 o) sl { \;}uy\@;\d&;e&wuﬁnu,\,m}a \,&.m\)\e;s;uu}gu_m\ Ja
JL\}A\J}A} aq;\}u_\c‘)mmhdhwuhu«a{?_xm);)l};h‘u!\uu\)huu\ \MJJ}‘_‘,_\G_‘&\JAIAS
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giliran, makanan, dan pergaulan,*® suami tidak dituntut berlaku adil dalam hal

kepuasan psikis, misalnya dalam hubungan seks dan hati.

Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan
muslim membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi
tertentu yang sangat terbatas, lebih dari itu terdapat pemikiran dan peraturan
atau undang-undang perkawinan muslim yang mengharamkan poligami
secara mutlak. Pandangan pemikir kontemporer dan perundang-undangan
tentang poligami terbagi tiga kelompok besar yakni: pertama, kelompok yang
memperbolehkan poligami secara mutlak (hal ini seperti yang dipegangi oleh
ulama’ klasik dan menengah). Kedua, memperbolehkan poligami dengan
syarat dan kondisi tertentu (hal ini seperti yang dipegangi oleh ulama’
kontemporer dan ahli perundang-undangan modern). Ketiga, kelompok yang
mengharamkan poligami seperti yang telah dikemukakan oleh al-Haddad dan

Habib Rugoyba.®

Sebagian pemikir muslim kontemporer, seperti Muhammad Abduh
seorang ulama reformis dari Mesir berpendapat bahwa praktek poligami

adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharamkan jika tujuannya untuk

>Pendapat Imam Abu Hanifah justru menitikberatkan pada kelaliman atau ketidakadilan pihak
suami kepada istri-istrinya, jika hal demikian bisa dipastikan tidak terjadi kelaliman atau
ketidakadilan, maka menikah lebih dari satu tidak ada masalah. Lihat al-Mausu’ah al-Fighiyyah,
Juz 41, (Mesir: Dar al-Salasal, 1427-1404), 220.

®Uraian lebih jauh mengenai tiga pendapat tersebut dapat dibaca dalam karya Khoiruddin
Nasution, 2002, Perdebatan sekitar Status Poligami: Ditinjau dari perspektif Syari’ah Islam.
Musawa, Vol 1, no 1, 58-78.



kesenangan dan hanya pemenuhan kebutuhan seksual.'’

Sebab, jika manusia
mempertuturkan hasrat biologis ini harkat manusia tidak berbeda jauh dengan
sikap binatang.® la menyatakan juga bahwa perilaku poligami yang

dipraktekan masyarakat Arab pra Islam lebih sering dilakukan sebagai simbol

kekuatan dan kejantanan.

Persoalan poligami di Indonesia mengundang perdebatan yang seakan
tidak ada titik temunya, ditinjau dari barbagai aspek dan perspektif yang
sering kali bertentangan antar satu dengan yang lain. Dari pendekatan agama
misalnya, poligami memunculkan pro dan kontra yang fundamental meskipun

dasar normatif yang digunakan untuk mendukung teori masing-masing sama.

Diranah politik, persoalan poligami semakin kabur karena dicampur
adukkan dengan wacana pemahaman agama yang pada umumnya ditafsirkan
oleh laki-laki, sehingga berpotensi memunculkan terjadinya politisasi agama
atau sebaliknya. Diluar polemik agama, pespektif laki-laki dan perspektif

perempuan juga sering berseberangan. Laki-laki yang mendukung poligami

"Negara lain seperti di Turki pernah mengharamkan poligami pada tahun 1926, meski demikian
masih ada perempuan yang dipoligami dengan angka relatif lebih sedikit. Larangan yang dimaksud
terdapat secara jelas pada pasal 93, 112 dan 114 undang-undang civil Turki tahun 1926 yang mana
ketentuannya pelanggar poligami dapat dijatuhi hukuman. Lihat Edi, 2013, Poligami Dalam
Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia),
Jurnal Hukum Islam, 1 (1): 27.

®Berbeda dengan Abduh, Muhammad Shahrur justru berpendapat lain. Beliau mengatakan bahwa
poligami adalah bantuan khusus dari Allah SWT kepada orang khusus pula, artinya hanya orang-
orang tertentu yang memenuhi persyaratan berpoligami bantuan khusus itu diberikan. Lihat Rodli
Makmun DKk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Shahrur, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2009),
83-95. Syarat khusus yang dimaksud adalah dua syarat yang harus terpenuhi: pertama, bahwa isteri
kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus ada rasa
khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Bandingkan dengan Muhammad
Shahrur, Metodologi Figih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 428.



lebih sering mendasarkan argumentasinya pada alasan poligami sebagai
kebutuhan atau kecenderungan laki-laki, sementara perempuan yang menolak
poligami mempertimbangkan kondisi dan dampak poligami tersebut pada

kehidupan mereka dan anak-anak mereka.*®

Di Negara Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Secara implisit
ketentuan poligami pada Pasal 3 Undang-undang tersebut menganut asas
monogami. Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan yang memutus
boleh tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu, apabila memenuhi

syarat tertentu, yaitu;

1. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3. Istri tidak bisa memberikan keturunan.?

YInayah Rahmaniyah dan sodik, Menyoal keadilan, 63

2Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 17. Dalam literatur lain kitab klasik
menyebutkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, tidak boleh menikah lebih dari empat
istri. Larangan menikah melebihi empat orang selain didasarkan pada Al-Qur’an surat an-Nisa’ 4:3
juga dijelaskan dalam hadis Imam Turmudzi, Ibnu Majah, Abu Daud “ ada seorang sahabat
bernama Ghailan Ibnu Salamah ats-Tsaqofi Radhiyallahu ‘anhu masuk Islam dalam keadaan ia
memiliki sepuluh istri yang dinikahi semasa jahiliyah, demikian semua istri Ghailan mengikuti
untuk memeluk Agama Islam. Akhirnya nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya untuk
menceraikan enam dari sepuluh istrinya dan memilih empat yang disenangi. Syarat kedua,
Mampu dalam memberi nafkah kepada semua istri yang telah dinikahi, dan syarat ketiga, mampu
bersikap adil kepada semua istri, seperti pembagian malam, rumah, dan nafkah. Lihat Rua’sah al-
Ummah, Majalah al-Bahutsi al-Islamiyyah, Juz 25, (t.t.; t.p, t.t.), 188-190.
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Sebelum pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin
perkawinan dan perceraian PNS dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 seorang laki-laki muslim cukup mudah melakukan perkawinan
poligami. Bagi laki-laki yang terlanjur berpoligami cukup melaporkan
perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil
kepada para istrinya. Secara substansial hukum perkawinan merubah keadaan
ini, namun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu sisi, prinsip yang
menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan institusi monogami
dianggap telah mendasari ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Pasal 3); dan
memang salah satu tujuan utama dari undang-undang perkawinan adalah
untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Di sisi lain, undang-undang
tersebut memperkenankan laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri jika
mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan undang-undang,

berupa kebolehan dari agama dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.?

Ketentuan poligami yang disebutkan dalam Kkitab-kitab klasik bagi
laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu, baik karena kebutuhan atau
tidak, Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan, tidak ada persyaratan seperti yang
telah diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 secara umum dan
untuk Pegawai Negeri Sipil secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990. Didalam kitab klasik laki-laki dengan tujuan beristri

2bid, 17.
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lebih dari satu tidak dituntut terlebihdahulu meminta izin dan mendapatkan
izin dari Pengadilan Agama atau pejabat di atasnya, seperti yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat 1 tentang izin perkawinan dan perceraian

Pegawai Negeri Sipil, di dalam KHI juga disebutkan pada pasal 56 ayat (1).?

Syarat pernikahan dalam pandangan Syafi’iyyah bisa dikatakan sah®

apabila syarat dan rukun sudah dipenuhi, seperti;

Y¢ 2

Blod O\alas (s 2353 453 A A o (B

Artinya; rukun-rukun® nikah ada lima, yaitu calon istri, calon suami,
wali, dua orang saksi, dan sighat.

Selanjutnya poligami ternyata dipermasalahkan di kalangan Pegawai
Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi
negara, dan abdi masyarakat harus menjadi teladan baik bagi masyarakat
dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga
seperti berpoligami. Legislasi yang mengatur tentang izin perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

%2Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 16.

Ibadah atau Mu’amalah bisa dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun.
**Muhammad Syato, Hasyiah I'anah at-Thilibin, Juz 111, (Surabaya: Dar an-Nasyr, t.t.), 274.
»pemakaian istilah Rukun dengan Fardhu ada beberapa pandangan. Pendapat Syafi’iiyah tidak
membedakan pengertian Rukun dengan Fardhu. Sedangkan Hanafiyah membedakan antara Fadhu
dengan Rukun. Pendapat Syafi’iyyah tentang Fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh dalil
Qot’i, seperti al-Qur’an. as-Sunnah al-Mutawattir. Sedangkan Rukun dalam istilah Hanafiyyah
adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil dzonni, seperti khober wahid, giyas. Lihat al-Wajiz
Fii Ushulittasri’ al-1slami, (Pasuruan: t.p.,t.t.), 7.
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Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri

Sipil.

Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita dilegalkan untuk menjadi
istri kedua, ketiga ataupun keempat, tidak memandang apakah menjadi istri
dari suami PNS atau bukan, kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merubah ketentuan pasal 4
ayat 2 di atas dengan tidak memperbolehkan sama sekali Pegawai Negeri
Sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat baik oleh Pria
Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil.*® Selanjutnya
dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, izin
untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila
memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat
kumulatif yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Nomor 10 Tahun

1983.

Syarat alternatif dan kumulatif tersebut adalah:

1. Syarat Alternatif:
a. lstri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan; atau
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

%6 Adapun yang dimaksud dengan pejabat dalam hal ini adalah, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Lembaga Pemerintah non Dapartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan Badan Usaha
Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.
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2. Syarat Kumulatif:

a. Ada persetujuan tertulis dari istri;

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan
yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya
yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”’

lantas apa yang bermasalah bagi Pegawai Negeri Sipil, padahal dalam Islam
hukum berlaku secara universal. Permasalahannya adalah belum ditemukan
aturan baku dalam hukum Islam yang mengatur tentang aparat negara
khususnya perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat bagi
seorang pria, aparat Negara yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil
perempuan. Justru yang ada hanyalah larangan bagi seorang wanita untuk
dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat disebabkan berhubungan
pertalian nasab, sesusuan dengan istri, saudara kandung istri baik seayah atau
seibu dan keturunannya, serta wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
Begitu pula Pegawai Negeri Sipil laki-laki harus memenuhi syarat sekurang-
kurangnya satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif yang ditawarkan
dalam pasal 10 ayat (2), apabila pasal-pasal tersebut tidak dipatuhi maka
pelaku mendapatkan sanksi seberat-beratnya sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin

Pegawai Negeri Sipil. Hal ini memungkinkan banyak terjadinya pernikahan

di bawah tangan, padahal Islam sangat terbuka bagi laki-laki yang mau

2 Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 17.
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beristri lebih dari satu, sehingga menurut hemat peneliti menjadi tidak sesuai

dengan Magashid al-Syari’ah®.

Kegelisahan peneliti terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 akhirnya diimplementasikan dengan melakukan penelitian kembali demi
mendapatkan jawaban dari kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 dengan aturan yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik.
Objek penelitan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1083 tentang izin
perkawinan dan perceraian PNS, sedangkan Maghasid Syari’ah Jasser Auda

dipilih sebagai bahan atau alat melakukan analisis.

Magashid al-Syari’ah Jasser Auda muncul pada abat modern dari
seorang tokoh bernama Jasser Auda. Jasser Auda diantara pemikir Islam
kontemporer yang menggunakan basis pangkal filosofi pendekatan sistem
keagamaan dengan enam fitur sistem yang dioptimalkan sebagai pisau analisis,
yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (Kognition), kemenyeluruhan
(Wholeness), keterbukaan (Opennes), hierarki berfikir yang saling
mempengaruhi (Interrelated Hierarcy), berfikir keagamaan yang melibatkan
semua dimensi (Multidimensionality). Keenam fitur ini sangat erat berkaitan,

saling menembus dan berhubungan antar satu dengan lainnya, sehingga

%8 |_ihat Muhammad Syarbini Khotib, al-Igna’ Fii Halli Alfadzi Abi Syuja’, Juz 11, (Semarang: t.p,
tt), 129.
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membentuk keutuhan berfikir. Namun titik ukur yang bisa menjangkau semua

fitur yang lain adalah kebermaksudan (Magashid).

Kemudian cara mengukur efektifitas suatu sistem diukur berdasarkan
tingkat pencapaian tujuannya, seperti sejauh mana tingkat problem-solving
permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, lebih
membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Sedangkan
Peraturan Pemerintah dibuat Presiden RI dan disahkan oleh DPR wajib diikuti,
akan tetapi sangat disayangkan jika aturan yang dibuat sama-sekali tidak
didasarkan pada tujuan syari’ah, mengingat penduduk Indonesia mayoritas
beragam Islam. Harapannya adalah dengan menggunakan metodologi
Magashid al-Syari’ah Jasser Auda dapat menjembatani adanya kesenjangan
keilmuan antara yang klasik dengan modern, tekstual dengan kontekstual,
mengingat Magashid al-Syari’ah telah mengaitkan filsafat ilmu dengan

pendekatan keagamaan.

Akhirnya, peneliti merasa khazanah keilmuan Figh klasik tidak lagi
memadai untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer yang kompleks
akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan, agar
hasil dari penelitian ini tidak bersifat sepotong-sepotong atau partisial. Kajian
tentang Peraturan Pemerintah memerlukan kajian filsafat ilmu yang serius,
tidak cukup apabila memasrahkan pada filsafat ilmu seperti yang dikaji pada
semester awal perkuliahan strata-1, tetapi lebih dari itu perlu adanya filsafat

ilmu keagamaan untuk memahami Peraturan Pemerintah yang berkenaan
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dengan hukum tata kenegaraan dan menyangkut nasib semua elemen sabjek
hukum yang ada di Indonesia. Hal ini ironis sekali jika hukum yang dibuat dan
diberlakukan pada suatu Negara tidak membawa kemanfaatan kepada pelaku
hukum, sementara hukum diciptakan dengan tujuan mendapatkan keadilan,
kepastian dan kemanfaatan. Sangat memungkinkan apabila keputusan yang
diambil tidak didasarkan pada kajian mendalam dengan metodologi yang tepat
dan tidak dipertimbangkan dengan keilmuan yang mempuni akan berimplikasi
kepada hukum yang melenceng dari tujuannya, akhirnya subjek hukum

menjadi korban dari keputusan yang salah.

Berdasarkan latarbelakang di atas peneliti berinisiatif mengetahui
lebih mendalam dengan segala keterbatasan, untuk meng-eksplor Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 dengan pendekatan Magashid al-Syari’ah Jasser Auda

sehingga mengambil fokus kajian sebagai berikut.
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B. Fokus Kajian

1.Bagaimana latarbelakang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?

2.Bagaimana teori Maqgashid Syari’ah Jasser Auda dalam memahami izin
perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil?

3.Bagaimana implementasi teori Magashid Syari’ah Jasser Auda dalam
menganalisa izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Kajian

Penelitian ini guna menemukan jawaban yang lengkap dan tepat dari
masalah yang telah dirumuskan dalam Fokus Penelitian, demi menemukan
dan menjawab Fokus Penelitian dimaksud akhirnya penelitian dilakukan
secara kritis dan mendalam, agar tujuan yang diinginkan bisa didapatkan.

Berikut tujuan dari kajian ini:

1. Mendeskripsikan latarbelakang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang

izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
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2. Mendeskripsikan teori Magashid Syari’ah Jasser Auda dalam memahami
izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

3. Mendeskripsikan implementasi teori Magqashid Syari’ah Jasser Auda
dalam menganalisa izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

D. Manfaat Kajian

1. Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang
signifikan bagi semua pihak, Kkhususnya pihak-pihak yang
berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat
memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan
tentang hukum Islam pada umumnya dan tentang tinjauan hukum
Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
izin perkawinan dan perceraian khususnya dalam perspektif Magashid
as-Syari’ah Jasser Auda, serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian
selanjutnya.

b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman
terutama pada masalah yang berkaitan dengan poligami dalam hukum

Islam dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
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perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Praktis

a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah
yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 2 (dua) Hukum
Keluarga serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan
berikutnya.

b. Bagi almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang
poligami, khususnya Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif Magashid as-
Syari’ah Jasser Auda.

c. Bagi objek penelitian seperti pelaku poligami, tokoh masyarakat dan
tokoh agama, akan mengetahui apa dan bagaimana makna yang
terkandung dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian izin
poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor.

10 Tahun 1983 dalam perspektif Magashid as-Syari’ah Jasser Auda.



20

E. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
dengan berorientasi pada pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach)
dalam mengkaji Peraturan Pemerintah sebelum dikaji dengan Magoshid
Syari’ah. Pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) adalah
pendekatan yang meneliti tentang peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum
yaitu berupa legislasi dan regulasi.?®.

Metode kualititatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.®® Peneliti
kualititatif  juga diartikan dengan penelitian yang datanya dinyatakan
dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknis statistik.™"
Mundir menjelaskan penelitian kualititatif adalah penelitian yang datanya
dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau apa adanya (naturalistik,
natural setting), tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan
dengan maksud untuk menemukan kebenaran dibalik data yang objektif

dan cukup.®

2% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 ), 97
%05 giono, Memahami Penelitian Kualititatif, (Bandung: Alfabeta, cv. 2012), 1.

$'Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian,
(Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi), 2010), 26.

*2Mundir, Metode Penelitian Kualititatif & Kuantitatif, (Jember: Stain Jember Press, 2013),. 51.
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Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah
penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu
pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait
yang disajikan dengan cara baru.*

Di dalam literatur lain®** (library research), yaitu penelitian yang
dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik barupa
buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.®* Kajian pustaka
juga diartikan proses umum yang dilakukan peneliti dalam upaya
menemukan teori.*

Secara hakikat data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan
ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan
penelitian lapangan.®” Maksud peneliti adalah dengan menggunakan
penelitian perpustakaan dapat memberi informasi dari fenomena yang
melatarbelakangi perubahan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1999
perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin

perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, sehingga membantu

*padmo Sukoco, Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi, (Jakarta: Gunung
Agung, 2002), 209.

%*Kajian pustaka pada umumnya menggunakan metode pendekatan kualititatif, sebagai prosedur
penelitian, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Lihat
Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

%Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 28. Untuk lebih
mempermudah dalam memahami, penelitan pustaka (library research) adalah penelitian yang
digolongkan menurut tempat penelitian itu dilaksanakan. Mardalis, Metode Penelitian Suatu
Pendekatan Proposal, 28

**Mundir, Metode Penelitian Kualititatif & Kuantitatif, 140.

37 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)., 28
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dalam menghasilkan data-data konkrit sebagai landasan untuk mengamobil
kesimpulan.
2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu: Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumber pertama.® Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan buku tentang Magashid al-
Syari’ah Jasser Auda, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara
mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer.
Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau
artikel, data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan
Tesis ini.

Lebih dari itu, menurut Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga
yaitu: sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier.
Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang
memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder,

diantaranya kamus dan eksiklopedia.*®

2: Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), 12.
Ibid., 12.
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3. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusun
mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan
dokumen yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal, atau blog,
terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini. Pertama studi tetang
izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983. Kedua, segala yang bersangkutpaut dengan teori
Magqoshid Syari’ah Jasser Auda dalam buku Membumikan Hukum Islam
Melalui Maqasid Syari’ah. Karya Jasser Auda.

4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyelidikan suatu peristiwa untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya.”” Maka metode analisis data yang
digunakan adalah Deskriptif-Induktif yang pada umumnya digunakan
untuk menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan bunyi peraturan

perundang-undangan.**

** Mundir, Metode Penelitian Kualititatif & Kuantitatif, (Jember: Stain Jember Press, 2013)., 47.
*Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru) (Yogyakarta: Rajawali Press,
1992), 4-5.
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Metode deskriptif*? bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu
yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-
sebab dari suatu gejala.*® Ada beberapa macam riset yang masuk dalam
metode deskriptif, yaitu 1) studi kasus, 2) survei, 3) riset pengembangan,
4) riset lanjutan, 5) riset dokumen, 6) riset kecenderungan, 7) riset
kolerasi. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah riset dokumentasi.**
Sedangkan Induktif digunakan dalam menyajikan latar belakang masalah,
data, hasil analisis, dan kajian teori, implementasi teori, dan hasil
penelitian.”®

Dalam hal ini penelitian berusaha mendeskripsikan tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendekatan Maghosid
Syari’ah Jasser Auda. Kemudian mendeskripsikan peraturan tersebut
secara induktif untuk mencapai suatu titik kesimpulan dari susunan logika
mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Aplikasi deskriptif disini ditujukan terhadap pemerintah yang
kemudian dicari dokumen-dokumen terkait pemberlakuan peraturan izin

perkawinan dan perceraian dalam Peraturan Pemerintah tersebut di

“’Bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat uapaya
mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini
terjadi atau ada. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 26.

*Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2000), 22.

“Ibid, 23-25.

> Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 20-21.
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kalangan Pegawai Negeri Sipil kemudian diklasifikasikan dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan setelah itu dianalisis
menggunakan teori Maqosudus Syari’ah.
F. Definisi Istilah
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan khusus tentang
izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini
peneliti mencoba mencari formulasi baru tentang izin poligami bagi
Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki istri lebih dari seorang, seperti yang
telah diatur di dalam PP No. 45 Th. 1999 perubahan atas PP No. 10 Th.
1983 menggunakan pendekatan Magashid Syari’ah Jasser Auda dan
selanjutnya dalam penulisan tesis ini setiap peraturan pemerintah
disingkat menjadi PP.

2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat
yang telah ditentukan, di angkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah
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berlaku. yang untuk selanjutnya dalam penulisan tesis ini setiap penulisan
Pegawai Negeri Sipil disingkat menjadi PNS.*
3. Perspektif Magashid Syari’ah Jasser Auda

Perspektif diartikan dengan cara melukiskan suatu benda pada
permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga
dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang, pandangan. yang
dimaksudkan adalah menurut sudut pandang Magashid al-Syari’ah.*’

Magashid al-Syari’ah yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum
dalam Islam.”®* Adapun inti dari konsep Magashid al-Syari’ah adalah
untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau
menarik manfaat dan menolak mudharot, istilah yang sepadan dengan
inti dari Maqashid al-Syari’ah adalah menarik kemanfaatan dan
menghilangkan kerusakan. Dalam penelitian ini Magashid al-Syari’ah
yang digunakan adalah Magashid Syari’ah dengan teori pendekatan
sistemik yakni Magashid al-Syari’ah yang dicetuskan oleh Jasser Auda.

Jadi yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentag izin perkawian dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam

perspektif Maqgashid al-Syari’ah Jasser Auda adalah tinjauan teori

“*Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
(Jember: t.p. 2004), 6.

*"Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Kementarian Pendidikan
dan Kebudayaan, 2008)., 88.

“Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: Ull press
Indonesia, 1999), 50.
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Maqashid Syari’ah Jasser Auda terhadap Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentag izin perkawian dan perceraian Pegawai
Negeri Sipil, apakah Peraturan Pemerintah dimaksud di atas memberi
kemanfaatan dan kemaslahatan bagi pagawai Negeri Sipil atau
sebaliknya.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak secara keseluruhan
membahas isi dari Peraturan Pemerintah RlI Nomor 45 Tahun 1990,
penelitian ini ditujukan pada pasal-pasal yang menurut peneliti perlu
dilakukan penelitian mendalam, terkait dengan kemanfaatan,
kemaslahatan, dan keadilan sehingga betul-betul sesuai dengan Tujuan
Syari’ah. Pasal-pasal yang menurut peneliti perlu dilakukan penelitian
kembali secara mendalam dengan pendekatan Magashid al-Syariah yaitu;
pertama Pasal 4 Ayat (1) berbunyi “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan
beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari
pejabat”, Ayat (2) berbunyi “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan
untuk menjadi kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil”, Pasal

10 Ayat (2) dan (3).
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G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global
tentang isi dari satu bab ke bab yang lain, fungsinya sebagai rujukan sehingga
akan lebih memudahkan dalam meninjau, mengetahui, dan menanggapi
isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab
terakhir. Di dalam sistematika ini akan dipaparkan dan digambarkan secara

rinci proses penelitian yang dilakukan.

BAB | : pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian
yang meliputi: konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian,
definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan.
Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai

pembahasan dalam Tesis.

BAB Il : Pada bab ini di paparkan kajian kepustakaan seperti kajian
terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan Tesis. Penelitian terdahulu
yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.
Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat atau membahas izin
perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fungsi ini adalah
sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang

diperoleh dari penelitian.
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BAB 11l : Pada bab ini akan menjelaskan tentang setting sosio kultural
dimulai dari profil hidup, pendidikan, sosial dan pemikiran Jasser Auda. Bab
ini berfungsi untuk menginformasikan latarbelakang tokoh pencipta teori

Magashid al-Syariah secara lengkap.

BAB IV : Bab ini memuat dan menjelaskan tentang izin perkawinan
dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dari berbagai aspek hukum yakni hukum
positif yang berlaku di Indonesia, baik yang berbentuk undang-undang
maupun Peraturan Pemerintah atau dokumentasi sebagai bahan rujukan untuk
mencapai kesimpulan akhir terhadap izin perkawinan dan perceraian Pegawai

Negeri Sipil perspektif Magashid Syari’ah.

BAB V : Bab ini memuat analisis secara rinci yang dimulai dari
pemaparan konsep izin poligami dan perceraian PNS dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 yang menjadi tema pokok dalam bahasan ini dalam
perspektif Magashid al-Syari’ah Jasser Auda. Selanjutnya dibahas bagaimana
implementasi Magashid al-Syari’ah dalam menganalisa Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990, dan pembahasan selanjutnya adalah hasil analisis
Magashid al-Syari’ah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
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BAB VI : Bab terakhir memaparkan tentang kesimpulan dari
penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri
dengan penutup. Bab ini diharapkan memperoleh suatu gambaran dari hasil
penelitian berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu memberikan

saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian.
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BAB I1
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian Poligami yang pernah dibahas dan diteliti oleh sejumlah

kalangan akademisi;

1. Endang Rahmawati. 2012. Judul Tesis; Mahasiswa Program Pasca Sarjana

Universitas Narotama Surabaya, dengan Judul “Perkawinan Poligami
Menurut Undang-Undang .
Penelitian ini lebih menekankan pada kriteria diperbolehkan melakukan
poligami dalam perspektif perundang-undangan, dari hasil penelitian
dipaparkan dengan jelas sehubungan dengan Kkriteria dalam poligami,
termasuk konsekuensi bagi pelaku poligami ketika tidak bisa memenuhi
kewajiban-kewajiban, sehingga hak-hak para istri menjadi terabaikan.

2. Moh. Anas Kholis. 2004. Judul Tesis; “Regulasi Poligami dalam Undang-
Undang RI No. 1 tahun 1947 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hisbut Tahrir Indoesia Kota
Malang)”.

Kholis merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Strata 2 UIN Malang dengan
kajian poligami menurut pandangan dan faham wanita Hisbut Tahrir. Dari
hasil penelitian, sama seperti perempuan pada umumnya poligami difahami
sebagai suatu tindakan tercela dan sangat bertentangan dengan insting

perempuan, yang lebih senang dimonogami dari pada poligami. Pemahaman
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inilah yang mendasari mereka lebih memilih jalan gugat cerai dari pada
harus dipologami. Hal ini kemudian dicarikan formulasi oleh pemerintah
dalam mengaturnya seperti yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Munculnya UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang mengatur tentang
poligami merupakan manifestasi dari kebutuhan dalam menyelesaikan
segala problem yang berkaitan dengan keperdataan, sekaligus bentuk
pengikat sebagai aturan baku terhadap laki-laki agar tidak berbuat
deskriminasi kepada perempuan. Hasil penelitian dari perempuan Hisbut
Tahrir berdasarkan data-data yang diperoleh ada kontradiktif dengan cara
pandang perempuan Hisbut Tahrir yang justru menolak secara konfrontatif
regulasi tersebut sebagai payung untuk melindungi harkat dan martabat
kaum perempuan Indonesia.

3. Nani Lika. 2009. judul Tesis “Akibat Hukum Poligami yang dilangsungkan
tanpa izin Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang)”.
Penelitian diangkat disebabkan maraknya dari kalangan suami melakukan
poligami dengan diam-diam atau tidak dicatatkan secara resmi. Dari hasil
penelitian diperoleh beberapa kesimpulan faktor-faktor penyebab maraknya
nikah poligami sirri, berikut faktor-faktor: pertama, agar dalam melakukan
poligami tidak banyak orang yang mengetahui. Kedua, faktor profesi.

Ketiga, tidak cukup syarat pengadilan. Keempat, malu dan malas.
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Demi mensiasati perbuatan poligami sirri ada tiga model yang dilakukan.
Pertama, tercatatnya perkawinan poligami sebagai perkawinan monogami,
karena terjadi pemalsuan data dikelurahan. Kedua, tercatatnya perkawinan
poligami sebagai perkawinan poligami karena terjadi pemalsuan di Akte
Nikah. Dan ketiga, perkawinan poligami yang tidak terdaftar di Pengadilan
tidak tercatatkan sama sekali, baik secara monogami atau poligami.
Penelitian ini berpusat pada faktor-faktor penyebab dan akibat hukum
poligami yang tidak tercatat, khususnya di Pengadila Agama kota Padang.
Penelitian ini mengkaji UU perkawinan No 1 Th. 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam, faktor apasaja yang melatarbelakangi terbitnya regulasi
tersebut.

. Kiki Sunarjat, 2014, “Syarat Izin Berpoligami dalam UU No. 1 Th. 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tesis Pasca
Sarjana IAIN Jember”.

Penelitian ini adalah pustaka dengan metode deskriptif analitis, objek kajian
berpusat pada UU No. 1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dalam menemukan secara normatif. Dari hasil penelitian diperoleh
kesimpulan sebagai berikut; pertama, syarat-syarat berpoligami adalah
Maslahah Mursalah. Kedua, pengaruh pembaharuan Hukum Islam di dunia
Muslim. Ketiga, syarat poligami merupakan dinamika orde baru. Keempat,
pandangan para ulama’ dan ahli hukum penyusun Kompilasi Hukum Islam

berasaskan monogami.
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5. Annisaa Nurbaiti, 2012, Poligami Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut
Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus
Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.MKs). Fakultas Hukum Program Studi
liImu Hukum Depok.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian Hukum Normatif. Analisis data menggunakan metode pendekatan
kualititatif yang manghasilkan sifat deskripstif analitis. Kesimpulan yang
dihasilkan adalah satu upaya hukum yang dilakukan istri Pegawai Negeri
Sipil dipoligami tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan.
Kemudian putusan Pengadilan Agama Makassar dalam putusan
N0.1098/Pdt.G/2011/PA.Mks  sesuai  dengan undang-undang dan
perundang-perundangan lain yang berlaku yang terkait dengan perkawinan,
khususnya bagi PNS. Akantetapi majlis Hakim tidak menjadikan PP No. 10
Tahun 1983jo. Pp No. 45 Tahun 1990 tantang lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi PNS sebagai salah satu pertimbangan hukum.

6. Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R. 2000. Konsep Magashid al-
Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser
Auda). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam
Universitas Islam Kalimantan MAB.

Fokus penelitian ini adalah 1) Pandangan Jasser Auda dan Syatibi mengenai

Magashid al-Syariah. 2) Peranan Magashid al-Syariah dalam menetapkan
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Hukum Islam menurut Jasser Auda dan al-Syatibi. Dengan pendekatan

Filsafat Hukum Islam, penelitian yang sepenuhnya merupakan penelitian

kualititatif ini berupaya untuk mengungkap secara sistematis pemikiran al-

Syatibi dan Jasser Auda dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan

Magashid al-Syariah dalam menentukan lahirnya keputusan hukum.

Berikut perbedaan dan persamaan

NO

Judul Tesis

Persamaan

Perbedaan

Endang Rahmawati. 2012.
Judul Tesis; Mahasiswa
Program Pasca Sarjana
Universitas Narotama
Surabaya, dengan Judul
“Perkawinan Poligami
Menurut Undang-Undang .

Tesis Endang
Rahmawati
mengkaji tentang
perkawinan
Poligami perspektif
Undang-undang,
sama-sama
penelitian pustaka.

Tesis Endang
Rahmawati
mengkaji
Perkawinan
Poligami secara
umum, dengan
perspektif undang-
undang tentang
Poligami.
Sedangkan
penelitian ini
khusus mengkaji
pasal-pasal yang
terdapat di dalam
Peraturan
Pemerintah No. 45
Th. 1990.

Moh. Anas Kholis. 2004. Judul
Tesis; “Regulasi Poligami
dalam Undang-Undang RI No.
1 Tahun 1947 tentang
Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam (Studi
Konstruksi Sosial Muslimah
Hisbut Tahrir Indoesia Kota

Tesis Anas Kholis

sama-sama
mengkaji  tentang
Poligami dalam

Undang-undang RI
No. 1 Tahun 1947.

Tesis Anas Kholis
adalah penelitian
lapangan, yang
menjadi objek
Konstruksi Sosial
Muslimah HTI di
Kota Malang.
Sedangkan
penelitian ini adalah
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Malang)”.

penelitian pustaka
dengan objek kajian
Peraturan
Pemerintah No. 45
Th. 1990.

Nani Lika. 2009. judul Tesis
“Akibat Hukum Poligami yang
dilangsungkan  tanpa izin
Pengadilan (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Padang)”.

Tesis Nani Lika
mengkaji tentang
poligami tanpa izin
Pengadilan

Tesis Nani Lika
studi kasus di
Pengadilan Agama
Padang. Penelitian
ini adalah studi
pustaka dengan
objek kajian
Peraturan
Pemerintah No. 45
Th. 1990 perspektif
Magashid al-
Syari’ah Jasser
Auda.

Kiki Sunarjat, 2014, “Syarat
Izin Berpoligami dalam UU
No. 1 Th. 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Tesis
Pasca Sarjana IAIN Jember”.

Tesis Kiki Sunarjat
sama-sama kajian
pustaka.

Tesis Kiki Sunarjat
objek kajian izin
berpoligami dalam
UU dan KHI.
Sedangkan
penelitian ini
dengan objek kajian
Peraturan
Pemerintah No. 45
Th. 1990 perspektif
Magashid al-
Syari’ah Jasser
Auda.

Annisaa Nurbaiti, 2012,
Poligami Oleh Pegawai Negeri
Sipil Menurut Undang-Undang
Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 Junto Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun

Tesis Annisa
Nurbaiti sama-
sama penelitian
pustaka dengan
objek kajian
Poligami perspektif
UU Perkawinan

Tesis Annisa
Nurbaiti meneliti
tentang Putusan
Nomor
1098/Pdt.G/2011/P
A.MKs. penelitian
ini mengkaji
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1990 (Studi Kasus Putusan
Nomor
1098/Pdt.G/2011/PA.MKS).

dan PP No. 10 Th.
1983.

Peraturan
Pemerintah No. 45
Th. 1990 perspektif

Fakultas Hukum Program Magashid al-

Studi llmu Hukum Depok. Syari’ah Jasser
Auda.

Galuh Nashrullah Kartika Tesis Galuh Tesis Galuh

Mayangsari R. 2000. Konsep
Magashid al-Syariah Dalam
Menentukan Hukum Islam
(Perspektif Al-Syatibi dan
Jasser Auda). Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Studi Islam
Universitas Islam Kalimantan
MAB.

Nashrullah Kartika
Mayangsari R
Menggunakan
metode analisis
yang sama, yaitu
Magashid al-
Syari’ah

Nashrullah Kartika
Mayangsari R objek
yang dicapai adalah
wilayah pemutusan
Hukum Islam
perspektif
Magashid al-
Syari’ah Jasser
Auda dan al-
Syatibi, dan berupa
studi kasus.
Penelitian ini
mengkaji Peraturan
Pemerintah No. 45
Th. 1990 perspektif
Magashid al-
Syari’ah Jasser
Auda.

Setelah peneliti menguraikan metode dan fokus kajian, serta hasil

penelitian dari berbagai Tesis di atas, penelitian ini jelas berbeda baik dari segi
fokus kajian serta pemakaian metode penelitian. Objek dari penelitian ini
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah: Pendekatan kualititatif yang berorientasi pada pendekatan
perundang-undangan (Statute Aproach). Adapun bentuk legislasi yang diteliti
dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah tentang izin perkawinan dan
perceraian PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan
atas Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1983 sehingga dapat menemukan
tujuan ataupun maksud yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah
tersebut dengan menggunakan teori Maqoshid al-Syari’ah. Sedangkan jenis
penelitian adalah “library research”.

Di dalam penelitian ini, tidak bertujuan menemukan metodologi baru
ataupun menguji dari keabsahan metodologi yang dipakai. Penelitian ini
dimaksudkan meminjam medotologi yang sudah diakui dan diterima oleh
semua khalayak, serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ataupun
akademis. Peneliti meninsafi atas segala kekurangan dalam memahami,
mengkaji, dan menerapkan metodologi Maqoshid Syari’ah Jasser Auda dalam
fokus tertentu demi mendapatkan temuan baru, dari ketidakmengertian peneliti
sangat berharap kepada kedua dosen pembimbing sudinya memberi arahan,
bimbingan, serta pembetulan yang bersifat konstruktif, serta dari para pembaca

terlebih para akademisi, Jazakallah Ahsanal Jaza'...
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B. Kajian Teori

1. Peraturan Pemerintah (PP)
a. Peraturan Pemerintah

Adalah peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh
Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan
Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada
Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau
bertolak belakang.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan
hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah
sebagai berikut:

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan MPR;

3) UU/Perpu;

4) Peraturan Presiden;*

5) Peraturan Daerah Provinsi;

* Pperaturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Contoh: Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan
Satuan Lain Yang Berlaku dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
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6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

b. PP No. 45 Th. 1990 perubahan atas PP No. 83 Th. 1980 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.™*

Adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990
tentang perubahan® atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang
ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan berbagai
pertimbangan, pertimbangan yang dimaksud adalah:

1) Menimbang;

a) Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan
perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;

b) Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara,

abdinegara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang

baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan

%0 peter Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 97.
Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perkawinan, (Bandung:
Fokusmedia, 2016), 80-82.

52 perubahan dilakukan karena terdapat ketidakjelasan di dalam beberapa pasal, sehingga dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditegaskan perlunya kejelasan tentang keharusan
mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi pegawai Negeri Sipil
wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan tentang pembagian gaji sebagai akibat terjadinya
perceraian. Lihat Bandingkan dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama
RI, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 43.
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kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

c) Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu,
makakehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh
kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan
banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga;

d) Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan
menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan
kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil;

2) Mengingat;

a) Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);

¢) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
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d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
PelaksanaanUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3050);

e) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang
WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawali
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3058);

f) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

g) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3250);

3) Memutuskan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil keseluruhan bisa dilihat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang lzin
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Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
terlampir.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

a. Pengertian

Pegawai Negeri Sipil, menurut kamus umum Bahasa
Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah
(perusahaan dan sebagainya) sedangkan ‘“Negeri” berarti negara atau
pemerintah, dan sipil berarti berkenaan dengan penduduk atau rakyat
(bukan militer), jadi secara umum yang dimaksud dengan PNS adalah

orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan
pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang

53Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perkawinan, 82.

% W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 478.
Pegawai Negeri Sipil secara sederhana merupakan gabungan dari kata majemuk, yaitu pegawai,
negeri, dan sipil. Fersi kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) kata pegawai memiliki empat makna;
1. Orang yang bekerja pada pemerintah/perusahaan. 2. (Klasik) yang bekerja pada kerajaan. 3.
(Kiasan) alat perkakas. 4. (Administrasi) sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang
direktur, ketua, dan sebagainya dalam mengelola sesuatu. Dari keempat makna kata pegawai
tersebut, untuk kajian ini lebih tepat pengertian yang pertama dan keempat. Lihat Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Jember:
t.p. 2004), 5.
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ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
yang termasuk pengertian Pegawai Negeri Adalah: Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Negara R1.%°

b. Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil

Adapun unsur-unsur dari pegawai negeri,”’ yaitu sebagai berikut:

1) Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat
menurut peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang
dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh
pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000, yang meliputi:
a) Warga Negara Indonesia. Pembuktian bahwa seseorang itu adalah

warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan

fotokopi KTP yang masih berlaku.

*Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
(Jember: t.p. 2004), 6.

*Ibid,

*’Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, (Jakarta: Sinar Dunia, 1995), 95.
Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bahasa yang berbeda dengan beberapa
ketentuan, seperti: Pertama, harus warga Negara Indonesia. Kedua, memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, setelah memenuhi syarat-syarat yang
telah ditentukan, harus diangkat oleh pejabat yang berwenang. Keempat, diserahkan tugas dalam
jabatan Negeri, atau tugas Negara lainnya, dan yang kelima digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Lihat Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri
Sipil Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, (Bandung: Bandar Maju, 2003),
5. Bandingkan dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, (Jember: t.p. 2004), 6.
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b) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan minimal 35 (tiga
puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi
KTP yang masih berlaku.

c) Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sesuatu
instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.

e) Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai
Negeri Sipil.

f) Mempunyai pendidikan,  kecakapan, keahlian, dan
keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah
pendidikan yang sesuai dengan formasi yang akan diisi.

g) Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwaijib).

h) Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter).

i) Sehat jasmani dan rohani.

J) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia atau negara lain
yang ditetapkan oleh pemerintah.

k) Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat

yang mempunyai  kewenangan mengangkat, memindahkan, dan
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memberhentukan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-
undangan vyang berlaku. Pada dasarnya kewenangan untuk
mengangkat Pegawai Negeri berada ditangan presiden sebagai kepala
eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat)
tertentu, presiden dapat mendegelasikan ~ kewenangan  kepada
pejabat lain  dilingkungannya masing- masing. Kewenangan
pengangkatan dan pendegelasian tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003.

3) Diserahi Tugas Dalam Jabatan Negeri.

Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik
berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya.
Ada perbedaan tugas negeri dan negara lainnya. Dimaksudkan dengan
tugas dalam jabatan negeri apabila yang dimaksudkan diberi jabatan
dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah
jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di
pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan
diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level
pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim

agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara.
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4) Digaji Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja
Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari
pemerintah kepada pegawai Yyang telah mengabdikam dirinya untuk
melaksanakan sebagaian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu
diberikan gaji yang layak baginya. Dengan ada gaji yang layak secara
relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan
dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan
pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan
hidupnya. Sehingga bisa bekerja dengan professional sesuai dengan
sesuai dengan tuntunan kerjanya.

Pengaturan mengenai gaji PNS mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 06 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintan Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
PNS sebaimana telah Sembilan kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007. Selain pemberian gaji pokok,
pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji
istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada PNS
yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya.
Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong
PNS untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya

berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh PNS yang bersangkutan pada
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saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain,
apabila PNS yang bersangkutan telah naik pangkat kenaikan gaji
berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa.®
3. Perkawinan dan Perceraian dalam Islam
a. Perkawinan
1) Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam hukum Islam kata perkawinan disebut dengan istilah
nikah, kata nikah sendiri berasal dari nakaha-yankihu-nikahan dimana
secara bahasa memiliki arti berkumpul, bermakna al-War'u.>® Secara
istilah nikah berarti sebuah akad yang mengandung halalnya
melakukan hubungan suami istri.®°

Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (arti
hakikat) dan arti kiasan (arti majazi). Arti sebenarnya dari kata nikah
dalam bahasa arab dham yang berarti menghimpit, menindih, atau
berkumpul, sedang arti kiasanya adalah watha yang berarti setubuh
atau agad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Secara Istilah syara’ pernikahan atau perkawinan adalah suatu

akad atau perikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan

kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dalam

%8Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Undang-
Undang No. 43 Tahun 1999, (Bandung: Bandar Maju, 2003), 35.

%Sayyid Bakri Syatha, I’anah Ath-Thalibin, (Surabaya: Dar an-Nyar Mesir, t.t.), 254-255.
Keterangan yang berbeda bisa dilihat dalam kitab Syeikh Ibrahim al-Bajuri, al-Bajuri, (Surabaya:
Nur al-Huda, t.t.), 90-91.

®Ibid, 255.
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rangka mewujudkan kebahagiaan hidup, keluarga yang diliputi rasa
ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.®

Sedangan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari
kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan
lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.®

Dasar hukum pernikahan adalah:
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Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.%

2) Hukum Pernikahan
Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah
menurut akhamul khamsahN(hukum yang lima), menurut perubahan

keadaan:

*'Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta:UIl Press Yogyakarta dkk, 2000),
14

%2Busriyanti, Figih Munakahat, (Jember:STAIN Press,2013), 4-5.

®Al-Qur’an, 30:21
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1) Nikah Wajib
Nikah wajib bagi orang telah mampu, yang akan menambah tagwa
dan bila dihawatirkan akan berbuat zina. Karna menjaga jiwa dan
menyalamatkanya. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkan diri
dari perbuatan yang haram adalah wajib.kewajiban ini tidak akan
terlaksana kecuali dengan nikah.

2) Nikah Haram
Nikah diharamkan bagi mereka yang sadar bahwa dirinya tidak
mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan
kewajiban lahir seperti memberi nafkah,pakaian,tempat tinggal dan
kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3) Nikah Sunnah
Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih
sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal
seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang,karena
membujabg tidak diajarkan oleh Islam.

4) Nikah Mubah
Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah
dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya.ia belum

wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.®

* Al hamdani, Risalah Nikah, .(Jakarta:Pustaka Amini.2002), 8
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3) Syarat dan Rukun Pernikahan
Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunya.

Rukun pernikahan menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari
segala hal yangterdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi.
Dalam kompilasi hukum islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas
lima macam, yaitu adanya:®
a) Calon suami
b) Calon istri
c¢) Wali nikah
d) Dua orang saksi

e) ljab dan kabul (sighat)

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya
pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahnya
6

pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.®

Penjelasan terhadap syarat-syarat di atas;

a) Sighat, yaitu ibarat dari ijab dan kabul, dengan syarat sebagai
berikut:

(1) Menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal sarih misalnya:

Tazwij atau Inkahim maupun dengan menggunakan lafal

kinayah, seperti:

®Beni Ahmad Saebani, Figih Munakahat,(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013),107.
®°Slamet Abidin, aminudin, Figih Munakahat,(Bandung: Cv Pustaka Setia,1999),63.
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(@) Lafal yang mengandung akad untuk memiliki, misalnya:
saya sedekahkan anak saya kepada kamu, saya hibahkan
anak saya kepada kamu, dan sebagainya.

(b) Lafal yang menggandung arti jual untuk dimiliki,
misalnya: milikilah diri saya untukmu, milikilah anak
perempuan saya untukmu dengan Rp. 500,00.

(c) Dengan lafal ijarah atau wasiat, misalnya: saya ijarahkan
diri saya untukmu, saya berwasiat jika saya mati anak
perempuan saya untukmu.

(2) ljab dan kabul, dengan syarat yang dilakukan dalam salah satu
majelis.

(3) Sighat (akad) didengar oleh orang-orang yang menyaksikanya.
(4) Antara ijab dan kabul tidak berbeda maksud dan tujuanya.
(5) Lafal sighat tidak disebutkan untuk waktu tertentu.

b) Akad, dapat dilaksanakan dengan syarat yang dilakukan kedua
calon pengantin berakal, baligh, dan merdeka.

c) Saksi, harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila akad
nikah hanya disaksikan oleh satu orang. adapun sayarat-syarat saksi
adalah berakal bukan orang gila, baligh, bukan anak-anak,

merdeka, Islam, kedua orang saksi itu mendengar.



53

4) Tujuan Pernikahan

Adapaun dasar dari tujuan pernikahan ialah memperoleh
kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin, namun bisa

dikelompookan secara rinci dan dapat dikemukakan sebagi berikut:

a) Melaksanakan Libido Seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki
keinginan atau insting seks, hanya kadar intensitasnya yang
berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan
nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu

pula sebaliknya.®” Sebagaimana firman Allah:
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Artinya “isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu
bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu
itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang
baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira

orang-orang yang beriman”.%®

® Abidin, Aminuddin, Figih Munakahat I, 13
*Al-Qur’an, 2 : 223.
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b) Menjaga Diri Dari Melakukan Perbuatan Yang Tidak
Diperkenankan
Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, yang mana
karena penyalurannya supaya tidak melanggar larangan Allah SWT
perlu  ada  penyaluran yang baik, yakni  dengan
pernikahan.Pernikahan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau
dapat menenangkan gejolak nafsu seksual.®® Seperti teradapat
dalam hadits Nabi di atas yang artinya :

Sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan
(terhadap yang tiidak halal dilihatnya) dan akan
menyelamatkan kemaluannya (dari godaan Syahwat).

¢) Memperoleh Kebahagiaan dan Ketenteraman
Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketenteraman,
kebahagiaan, dan ketenangan lahir bathin. Dengan keluarga yang
bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan
ibadah.”
b. Perceraian
1) Pengertian
Perceraian menurut ahli fikih disebut talaq atau firqoh. Talak
diambil dari kata &> (ltlag) artinya melepaskan, atau
meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’, talak adalah

melepaskan  ikatan  perkawinan, atau rusaknya hubungan

**Busriyanti, Figih Munakahat, 12
"°Abidin, Aminuddin, Figih Munakahat I, 15
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perkawinan.” Beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang

definisi talak di antaranya adalah:

a) Sayyid Sabig, memberikan pengertian sebagai berikut;
Talak diambil dari kata Itlag artinya melepaskan atau
meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’, talak artinya
melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan
perkawinan.

b) Zainuddin Ibn ‘'Abdul Aziz, memberikan pengertian sebagai
berikut;
Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan
menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan
dengan menggunakan kata-kata.

c) Muhammad bin Isma’il as-San’aniy, memberikan pengertian
sebagai berikut;
Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang
diambil dari kata itlaq yang berarti meninggalkan. Sedangkan
menurut syara’ talak adalah melepaskan tali perkawinan.
Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh
ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan
tetapi maksudnya sama vyaitu talak dapat diartikan sebagai

lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan

'Syeikh Ibrohim, Hasyiyah al-Bajuri, (Surabaya: Nur al-Huda, t.t.), 138.
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perkawinan. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat
disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan
antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri
tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

2) Hukum Perceraian

Memang tidak terdapat dalam al-Qur’an ayat-ayat yang
menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk
perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya.
Meskipun banyak ayat al-Qur’an yang mengatur talak tetapi isinya
hanya sekedar mengatur bila talaq itu terjadi, meskipun dalam bentuk
suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri
itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah,

seperti dalam firman Allah dalam surat Ath Thalaaq ayat 1.
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Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan
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mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. ltulah
hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim
terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah
Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman

Allah dalam surat al-Bagarah ayat 232 :
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Artinya apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat
kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. ltulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur’an yang menyuruh atau
melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubabh,
namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi.
Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun

ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya
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dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan
disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi Artinya: Perbuatan halal yang
paling dibenci Allah adalah talak. Walaupun hukum asal dari talak
itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi

tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut;

a) Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak
dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan
yang lebih banyak akan timbul;

b) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi
perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan
perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;

c) Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti
dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah
untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan
ja tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat
bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.

d) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam

keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

3) Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama

maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :
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a) Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami
karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan
ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga
dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan
maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak
disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah
ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak
dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini

disepekati oleh mayoritas ulama.

b) Cerai Gugat

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu’.
Khulu’ berasal dari kata Khal u al-Syaub, artinya melepas pakaian,
karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki

adalah pelindung wanita.”

Para ahli fikih memberikan pengertian khulu’ yaitu
perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan
oleh istri kepada suami. Adapun yang termasuk dalam cerai gugat
dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam,

yaitu;

2 Muhammad Syato, /’anah al-Tholibin, (Surabaya: Dar an-Nsyar, t.t.)., 378-379
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Fasakh

Kata fasakh berasalah dari Fasakho-Yafsukhu-Faskhon yang
memiliki arti merusak. Fasakh nikah berarti permohonan untuk
merusak pernikahan. Dari kalimat tersebut bisa diambil
pemahaman bahwa fasakh untuk laki-laki dan perempuan,
tetapi perlu diketahui bahwa fasakh adalah hak prioritas
perempuan.

Fasakh adalah permintaan seorang istri yang belum dikumpuli
oleh suami untuk diceraikan, dengan sebab kurangnya nafkah
lahir.”

Khulw’

Secara bahasa khulu’ diartikan mencabut. Sedangkan secara
terminologi diartikan dengan perceraian dengan ganti.
Konkritnya khulu’ adalah permintaan seorang istri kepada
suami untuk diceraikan, dengan imbalan si istri memberi ganti
kepada suami dan berkonsekuensi tidak dapat lagi diantara

keduanya untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga.”

® Abi Abd al-Mu’thi Muhammad Bin Umar Bin Ali, Nihayah al-Zeen, (t.tp. Al-Haramain, t.t.,),

337.

" Syeikh Ibrohim, Hasyiyah al-Bajuri, 138-139.
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4. Magashid al-Syari’ah
a. Pengertian

Secara bahasa Magashid berasal dari kata gashada, yaqshidu,
gashdan, gashidun, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh,
dan sengaja.”® Makna magashid ini dapat juga diartikan dengan
menyengaja atau bermaksud kepada (gashada ilaihi). Sedangkan syari’ah
secara bahasa menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber tempat
air minum, jalan yang lurus dan terang dan awal dari pada pelaksanaan
suatu pekerjaan. Menurut Mahmut Saltut, syari’ah adalah aturan-aturan
yang diciptakan Tuhan untuk dipedomani manusia dalam mengatur
hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non
muslim, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan menurut Ali al-Syais
syari’ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-
hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkan demi kepentingan
mereka di dunia dan akhirat.”® Dari makna al-Magashid dan al-Sya riah
secara bahasa, kita dapat mengambil pengertian bahwa Magashid al-
Syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah
dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan

manfaat umat.

® Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah,
2010)., 190.

’® Fatimah, 2010, Hubungan Antara Maqoshid Syariah Dengan Qiyas dan Sadd atau Fath al-
Zari’ah, Jurnal Hunafa, Vol. 7 No. 2, 122.
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Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa Magashid al-Syariah
adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau
bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran
itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-
Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Al-Syatibi’’ menjelaskan bahwa
tujuan ditetapkannya hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia.

Ulama’ Ushul Figih mendefinisikan Maqgashid al-Syari’ah dengan
makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyari’atkan suatu
hukum bagi kemashlahatan umat manusia. Magashid al-Syari’ah di
kalangan ulama ushul figh disebut juga Asrar al-Syari’ah, yaitu rahasia-
rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’, berupa
kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.”

Secara garis besar tujuan syari’ah adalah untuk kemaslahatan
(kebaikan) umat manusia di dunia dan di akhirat baik dengan menarik
manfaat maupun mencegah adanya kerusakan. Maqoshid al-Syariah
harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka pengembangan hukum
Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang belum diatur
secara jelas oleh Al-Quran dan al-Sunah. Lebih dari itu, Maqoshid al-

Syariah harus diketahui dalam rangka menentukan apakah suatu hukum

" Mujaddid Hukum Islam pencetus Magashid al-Syari’ah abad ke-8 H./14 M. yang sebelumnya
sudah digunakan oleh al-Juwaini dan al-Ghozali. (w. 790/1388).

"®Arif Wibowo. 2012. Magoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah. Vol. 4,
(http://lwww.google.co.id/search?hl=id&ie=1SO-8859-1&9=MoqosidSyariahadalah.pdf
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(khusus dalam bidang muamalah) diterapkan atau tidak dengan adanya
perubahan struktur sosial.

Al-Satibi dalam al-Muwafagot, mempergunakan kata yang
berbeda-beda berkaitan dengan Maqoshid al-Syariah yaitu Maqoshid al-
Syariah, Magoshid Syariah fi al-Syari’ah, dan Maqoshid min Syar’i al-
Hukmi, yang pada intinya mengandung pengertian yang Sama yaitu
tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt. Pengertian maqoshid
al-Syariah menurut al-Syatibi adalah mewujudkan kemaslahatan manusia
di dunia dan akhirat. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa kandungan Maqoshid al-Syariah atau tujuan hukum adalah
kemaslahatan umat manusia.”

Sedangkan menurut  yusuf Qardhowi dalam  bukunya
“Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “Mu jam Al-Fadz
al-Qur’an al-Karim” menjelaskan bahwa kata Syari’at berasal dari kata
Syara’a al-Syari’a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu,
atau juga berasal dari kata syir’'ah dan syari’ah yang berarti suatu tempat
yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga
orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain®
kesamaan syari’at dengan arti bahasa syari’ah yakni jalan menuju sumber

air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti Syari’ah itu, ia

" Fatimah, 2010, Hubungan Antara Maqoshid Syariah Dengan Qiyas dan Sadd atau Fath al-
Zari’ah, Jurnal Hunafa, Vol. 7 No. 2, 122-123.

8vusuf Qardhowi, Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia,
(Bandung: Pustaka Mizan, 2003), 13
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akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai
penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia
menjadikan syari’ah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.®

Usaha dalam membentuk usaha-usaha umum telah banyak
dilakukan oleh ulama’ terdahulu. Ibn al-Qayyim mengemukakan bahwa
Syariah dasar dan landasannya adalah hikmah dan terwujudnya
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariah itu adalah keadilan,
rahmat, kemaslahatan dan hikmah secara menyeluruh. Setiap masalah
yang menyimpang dari keadilan ke tirani dari rahmat ke permusuhan,
dari maslahat ke kebinasaan dan dari hikmah ke sia-siaan bukannyalah
termasuk Magashid Syariah, meski melibatkan interpretasi.®?

Dari definisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud

dengan Magashid al-Syari‘ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang

terdapat dibalik disyariatnya hukum-hukum kepada umat manusia.

. Stratifikasi Magashid Syariah

Usaha mengkaji prinsip-prinsip umum telah banyak dilakukan oleh
ulama’ terdahulu. Ibn al-Qayyim mengemukakan bahwa syari’at dasar
dan landasannya adalah hikmah dan terwujudnya kemaslahatan manusia
di dunia dan akhirat. Syari’at itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan
dan hikmah secara menyeluruh. Setiap masalah-masalah yang

menyimpang dari keadilan ke tirani dari rahmat ke permusuhan, dari

81 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), 2-3.

% Ibid, 3.
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maslahat ke kebinasaan dan dari hikmah ke kesia-siaan bukanlah
termasuk syari’at, sekalipun dengan interpretasi yang bagaimanapun.®
Pendapat ini sangat sesuai dengan magqashid syari’ah.

Al-Ayubi secara khusus membahas persoalan ini dalam kitabnya
“Magashid al-Syari’ah al-Islamiyyah wa ‘Alagatuha bi al-Adillati al-
Syari’ati”’, la menyebutkan bahwa berdasarkan kemaslahatan yang
dikandung hukum syara’, maka dapat dibagi kepada empat macam, yaitu
dharuriyyat, hajjiat, tahsiniyat dan mukammilat.

1) Dharuriyyat

Al-Ayubi mendefenisikan dharuriyyat dengan berbagai bentuk
kemaslahatan yang dihasilkan dari pemeliharaan tujuan-tujuan
syari’at, yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan
keturunan.®* Ali Hasaballah, menyebutkan bahwa dharuriyyat adalah
magashid yang mesti ada demi keberlangsungan hidup baik
berdasarkan agama maupun untuk di dunia.®

Al-Syatibi menyebutkan bahwa dharuriyyat merupakan suatu

kepentingan yang mesti ada untuk menegakkan kemaslahatan agama

dan dunia, apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan tidak akan berjalan

8 Ibn al-Qayyim al- Jauziyyah, I'lam al- Muwaqi’in "an Rabbal "Alamin, Juz III, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1977), 14.

% Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud Alyubi, Magashid al- Syari’ah al-lslamiyyah
wa ‘Alagatuhi bi al- Adillati al- Syar iyyati, (t.t.: Jami’ al-Huququ Mahfuzhat, 1998), 179-181.

8 Ali Hasaballah, Ushul al- Tasyri’ al- 1slamy, (Dar al-Ma’arif, Kairo, tt), 296.
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secara berkesinambungan, sehingga akan terjadi kerusakan, kesulitan
dan kebinasaan dalam kehidupan.®

Pendapat lain mengatakan bahwa dharuriyyat merupakan
pokok-pokok yang menyanggah kehidupan manusia, keberadaannya
merupakan sebuah keniscayaan untuk terwujudnya kemaslahatan. Bila
ia hilang, maka hancurlah tatanan kehidupan manusia, hilanglah
kemaslahatan dan muncullah kekacauan dan kerusakan.®’

Defenisi yang hampir mirip disebutkan oleh al-Sayuti, bahwa
dharuriyyat merupakan kepentingan yang sangat dibutuhkan manusia,
seperti pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Dengan
demikian, ini merupakan tiang kehidupan.®®

Mahalli, seperti dikutip Al-Ayubi mendefenisikan dharuriyyat
dengan segala sesuatu yang kebutuhannya sampai ke batas-batas yang
amat mendesak. Semua defenisi di atas mengarah kepada satu
pengertian yaitu bahwa pemeliharaan terhadap Maqashid Syari’ah
yang lima terjadi pada kondisi yang mendesak, dimana dunia ini tidak
akan dapat berjalan dengan benar tanpa eksistensinya, dan
ketiadaannya akan berakibat kepada kehancuran bagi alam dan dunia.
Al-Syatibi memberikan komentar bahwa dengan begitulah syariat

datang untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

8 |smardi, 2014, Stratafikasi Magashid Syariah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya,
Hukum Islam, Vol. XIV No. 1, 14-18.

87 Al-Sayuti, al-Maslahah al- Mursalah wa Makanatuhu fi al- Tasyri’, (Beirut: Dar al- Fikr, 1983),
19.

% Ibid, 19.
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Semuanya ini disebut dengan Magashid al- Khamsah atau Magashid
al-Sittah atau disebut juga Kulliat al- Khamsah/ sittah. Berkata Juzari,
sungguh telah menjadi kesepakatan para Nabi dan Rasul yang diutus
untuk beragama tauhid dan pemeliharan terhadap jiwa, harta,
keturunan dan akal serta kehormatan merupakan satu yang tidak boleh
diremehkan. Kesimpulan tentang persoalan di atas mendapat
tanggapan dengan dua bentuk bantahan:

Pertama, bahwa pendapat tentang hal dharuriat dipelihara oleh
semua agama adalah berlaku permanen, dikarenakan sebuah
pemikiran bahwa syari’at tidak akan hampa terhadap adanya
keinginan mencapai maslahat, disinilah letak perselisihannya.

Sebagai respon terhadap pernyataan di atas, dijelaskan bahwa
perbedaan tersebut ditinjau dari kebolehan secara logika, bukan dari
tinjauan terhadap fakta. Sebab jika tidak, maka syari’at yang datang
lebih dahulu sebagaimana yang telah dipelajari dari teks al-Qur’an
dimana dalam syari’at tersebut telah dilakukan pemeliharaan terhadap
kemasalahatan manusia sesuai dengan masa itu,

Kedua, mengenai minuman khamar dan sejenisnya yang telah
diharamkan pada syari’at umat terdahulu, sepertihalnya zina dan
pembubuhan, pada sesungguhnya tidak demikian, karena minum
khamar tersebut pada mulanya dibolehkan oleh syari’at sebelumnya

bahkan dibolehkan pada masa Islam sebelum ia diharamkan pada
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tahum ke tiga hijrah setelah perang uhud. Dharuri dalam kaitannya
dengan syara’ dapat dicontohkan dengan menectapkan hukuman mati
bagi orang kafir yang menyesatkan orang lain, menghukum pengikut
bid’ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid’ahnya, karena
yang demikian dapat mengganggu kehidupan masyarakat dalam
mengikuti kebenaran agamanya.®

2) Hajiyat

Hajjiat merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk
mendatangkan kelapangan dan mengangkat kesempitan yang melekat
dengan luputnya vyang dituntut.®® Muhammad Abu Zahrah
mendefenisikannya dengan segala sesuatu yang oleh hukum syara’
bukan ditujukan untuk memelihara Magashid al-Khamsah itu, tetapi
lebih dimaksudkan untuk menghilangkan masyagat, kesempitan atau
ittiyat terhadap lima pokok tersebut.**

Ali Hasaballah menyebutkan bahwa hajjiat berarti suatu
kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan
masagat dan kesulitan, jika ia tidak ada maka tidak akan menyebabkan
hilangnya hal dharuriyyat, tetapi akan dapat menyebabkan masaqat
dan kesulitan. Contoh hajjiat dalam hukum syara’ diberikan

keringanan beribadah ketika ada masagat karena sakit atau musafir,

®|smardi, 2014, Stratafikasi Maqgashid Syariah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya,
Hukum Islami, 16.

% Abdurrahman, 2014, Magashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (implementasi ham dalam
Pemikiran islam), Jurnal Penelitian, Vol. 8 No. 2, 251.

*! Ibid, 252.
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sedangkan dalam adat dibolehkannya berburu, sedangkan dalam

muamalah dibolehkannya untuk melakukan jual beli salam.

3) Tahsiniyat

Al-Syatibi  menyebutkan bahwa tahsiniat merupakan
kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dan akhlak
seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan
kepatutan. Bila ia tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau
hilangnya sesuatu, dan tidak akan menimbulkan kerusakan atau
hilangnya sesuatu, dan tidak akan menimbulkan masagat dalam
melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan layak menurut
kadar kepantasan tatakrama dan etika.”

Ali Hasaballah mendefenisikan tahsniat dengan perkara yang
tidak termasuk ke dalam dua kebutuhan di atas (dharuri dan hajji),
tetapi kembali kepada menjauhi hal yang janggal dari sudut pandang

akal sebagai contoh menutup aurat dan berhias ketika ke Masjid.**

%2 1hid, 252.

% Fatimah Halim. 2012. Hubungan Antara Maqashid Al-Syari’ah Dengan Beberapa Metode
Penetapan Hukum (Qiyas Dan Sadd Atau Fath Al-Dzariah). Jurnal Hunafa’, 7 (14): 122.

% Ibid, 17.



70

4) Mukammilat

Imam Syatibi mengemukan bahwa magashid syari’ah dalam
ketiga stratafikasi di atas termasuk di dalamnya tatammat atau
mukammilat, jika ia dihilangkan maka akan dapat menghilangkan
hikmahnya yang prinsip.*®

Ali Hasballah memberikan contoh dalam persoalan dharuriat
disyari’atkannya shalat bertujuan untuk memelihara agama, guna
menyempurnakan syari’at tersebut maka disyari’atkan juga adzan
untuk i’lam dan igamah untuk Dberjama’ah. Dalam hal
disyari’atkannya bersuami istri, dan diharamkan berzina dalam rangka
memelihara keturunan, dalam menyempurnakan syari’at itu, maka
dianjurkan pasangan tersebut kafaah atau sederajat, karena hal itu
dimaksudkan untuk kebaikan keluarga, dan diharamkannya

berkhalwat dengan ajnabi dalam rangka tindakan preventif.®

Dengan
demikian mukammilat, dapat dipahami sebagai kebutuhan
penyempurna dari ketiga stratafikasi tersebut.

c. Histori Perkembangan Magashid Syariah

Sebagai sebuah konsep, makna Magashid Al-Syari’ah ini

berkembang dari makna yang hanya sebatas mengikuti arti

kebahasaannya sampai pada pemaknaan yang merujuk pada sebuah

%Adab Badruzaman. 2014. Dari ‘lilah ke Magashid: Formula Dinamisasi Hukum Islam di Era
Kekinian Melalui Pengembangan Konsep Magashid, ljtihad, 14 (1): 67.

%Abdurrahman Kasdi. 2014. Magashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham
Dalam Pemikiran Islam). Jurnal Penelitian. 8 (2): 253-254.
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konsep nilai, bahkan kemudian berkembang pada pemaknaan yang
merujuk pada makna Magashid Al-Syari’ah sebagai pendekatan dan
basis Ijtihad (Maqgashid Al-Syari’ah based Ijtihad).

Dari beberapa variasi devinisi yang pernah dikemukakan oleh
para ahli hukum Islam awal (klasik) menunjukkan bahwa persoalan
Magashid Al-Syari’ah sangat terkait erat dengan masalah hikmabh, illat,
tujuan dan kemaslahatan sebagai tujuan akhir yang harus terealisasikan
dalam setiap proses penetapan maupun pelaksanaan hukum Islam.
Pelacakan dan per-timbangan maksud-maksud Syari’ dalam proses
ijtihad ini menurut Magqasidiyyun tidak bisa dianggap sebagai bentuk
pengurangan terhadap kepatuhan kepada Tuhan sebagaimana yang
dituduhkan para penentang Magqashid, karena konsep ini diproyeksikan
justru dalam rangka untuk melihat sesuai dan tidaknya perbuatan
mukallaf pada maksud Tuhan (mashlahah) yang bisa dipertanggung-
jawabkan secara ilmiah (metodologis-rasional).

Pertimbangan kemaslahatan inilah yang kemudian selalu dituntut
dalam setiap proses ijtihad maupun produk ketentuan-ketentuan hukum
Islam berbasiskan Magashid Al-Syari’ah. Tujuannya adalah agar
ketentuan hukum Islam tidak hanya sebatas jawaban akhir, tetapi sebagai
upaya untuk me-realisasikan sebuah kemashlahatan. Dalam kerangka
inilah Al-Subgi menjadikan penguasaan Magashid Al-Syari’ah secara

sempurna sebagai salah satu persyaratan bagi seorang mujtahid. Karena
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Magashid Al-Syari’ah bukan hanya secbagai misi kerasulan Nabi,
tetapi juga karena eksisitensinya menjadi visi pokok dari seluruh pesan
al-Qur’an.

Hanya saja, pemaknaan Magashid Al-Syari’ah pada masa klasik
terutama sebelum al-Ghazali belum menampilkan Magashid Al-Syari’ah
sebagai makna koseptual yang utuh apalagi menjadi sebuah pengertian
operasional yang kemudian bisa dijadikan sebagai basis dalam ber-
ijtinad. Ini artinya, bahwa konsep Magashid Al-Syari’ah pada masa
ini masih berada dalam kisaran ranah konsep nilai belum terkonstruksi
dalam sebuah bentuk kerja ljtihadiyah hirarkis yang dapat di-
oprasionalkan sebagai upaya untuk menghubungkan antara tuhan
(sebagai pemilik maksud) dengan af’al al-mukallifin.%’

Baru kemudian Magashid Al-Syari’ah menjadi sebuah konsep
yang tersusun secara hirarkis dan memungkinkan untuk dioprasionalkan
setelah masa Imam Abu Ishaq al-Syathiby. Peran yang dilakukan
ternyata tidak hanya menjabarkan definisi dan konsep nilai Magashid Al-
Syari’ah secara lebih sempurna, tetapi al-Syathiby telah mampu
menampilkan landasan pola pikir dalam berijtihad dengan berbasiskan
Magashid Al-Syari’ah. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai orang yang telah

berperan dalam menggeser posisi Magashid Al-Syari’ah yang tidak jelas

% Era pertumbuhan (nash’ah al-fikri al-magasidi) 320- 403H dengan tokoh-tokoh Turmudzi al-
Hakim al-Qaffal al Shashi (w. 365/975), Abu Bakr al-Abhari (w. 375/985), al-Bagilani
(w.375/985), al-Juwayni (w. 478/1012) dan al-Ghazali (w. 505/1111). Era kemunculan (Zhuhur
al-fikri al-magasidi) 478-771 H dengan tokoh-tokoh al-Razi (w. 606/1209), al-Amidi (w.
631/1233), 1zz al- Din (w. 660/1221) dll.
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menjadi hal yang mendasar dalam hukum karena kemampuannya
mengantarkan posisi Magashid Al-Syari’ah dari sebatas peran hikmah
hukum menjadi dasar dalam penetapan hukum. Dengan argumen
rasionalnya ia juga dianggap mampu mengeser posisi Magashid Al-
Syari’ah yang bersifat dzanni menjadi sesustu yang bersifat qa‘[h’i.98

Kejelasan konsep Maqashid Al-Syari’ah ini tergambar dari
penjelasan-penjelasan al-Syathiby yang menganggap bahwa seluruh
beban Syari’ah harus diorientasikan pada kepentingan penjagaan
kemashlahatan manusia di dunia dan diakhirat. Baik untuk penjagaan
hal yang masuk katagori primer (Daruriat/Magasid al-Ula), maupun
yang masuk katagori hajiat (Sekunder/Magasid al-Stanawiyah) dan
tahsiniat (Tersier/ Maqasid al-Tawabi’ah).

Dengan demikian, seluruh aktifitas manusia harus berada dalam
kerangka Maksud Syari’ tersebut. Pertimbangan mashlahah ini menjadi
penting karena tanpa terpeliharanya ketiga hal tersebut kebahagiaan
manusia baik di dunia maupun akhirat tidak akan pernah terperoleh.
Sayangnya, perkembangan konsep Magashid Al-Syari’ah setelah
sempat terkonstruks ini menjadi terhenti (buntu) sekitar enam abad
sampai datangnya Muhammad Thahir lbnu Asyur yang menjadikan
Magashid Al-Syari’ah sebagai kajian disiplin keilmuan yang mandiri.

Berkat kreativitas intelektual lbnu Asyur inilah pemaknaan konsep

% Era Perkembangan (Thatawwur al-fikri al- magasidi) 771-790 H dengan tokoh Ibn Taymmiyyah
(w. 728/1327), lbn Qayyim (w. 751/1350), al-Syatibi (w. 790/1388). Masa Ibnu Asyur (w.
1379/1973) disebut masa peralihan magashid menjadi kajian mandiri.
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Magashid Al-Syari’ah menjadi lebih konkrit dan operasional. Dalam
konteks ini, Magashid Al-Syari’ah mulai diartikan sebagai kondisi-
kondisi yang dikehendaki oleh al-Syari’ untuk mewujudkan
kemashlahatan kehidupan manusia maupun kemashlahatan umum.®®
Pada prinsipnya, sepanjang perjalanan hukum Islam, para ahli
Ushul sepakat untuk memposisikan Magashid Al-Syari’ah ini sebagai
tujuan akhir yang harus terealisasi dalam pelaksanaan syari’at, baik
dalam konteks Maqashid Al-Syari’ah al-’Ammah maupun Magashid Al-
Syari’ah al-Khassh sebagaimana tercover dalam masing-masing gadliyah
hukum Islam. Sebagai tujuan akhir diaplikasikannya syari’at, Maqashid
Al-Syari’ah inipun kemudian dijadikan sebagai indikator utama dari
validitas atau tidaknya penetapan ketentuan hukum. Hanya saja, karena
kurangnya pemahaman terhadap konsep Magashid Al-Syari’ah ulama
klasik menurut al-Syathby cenderung menge-nyampingkan posisi
strategis konsep ini dalam ranah ijtihad. Mereka justru memposisikan
bahkan mengungkungnya dalam domain filsafat yang tidak bisa
bersentuhan langsung dengan proses Isthimbat hukum Islam.*®
Tampilnya formulasi dan kerangka kerja teoritis Magashid Al-
Syari’ah merupakan wujud kesadaran akademis al-Syathiby untuk

mengembalikan vitalitas hukum Islam yang senyatanya mampu

% Ishaq, 2015, Magashid al-Syari’ah Based ljtihad Dalam Contemporery Islamic Law, Interets,
Vol. 13,No. 1,7

100 syahrial Dedi. 2016. Perluasan Teori Maqashid Al-Syari’ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-
‘Ummah A. Djuzuli. Al-Istinbath. 1 (1): 47.
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berdialog dengan tuntutan realitas sosial- yang kemudian terhenti setelah
mengalami berbagai distorsi dalam perjalanan sejarahnya. Begitu juga
halnya dengan lbnu Asyur yang tidak lagi menganggap Magashid Al-
Syari’ah hanya sebagai konsepsi nilai yang perannya sebatas
pembungkus fikih dan Ushul figih, tetapi mengangkat posisinya dan
mengioptimal-kannya menjadi sebuah pendekatan dan pertimbangan
utama dalam setiap proses ljtihadiyah. Dan akhirnya, Magashid Al-
Syari’ah ini dipandang sebagai hal yang substansial dan harus eksis
dalam setiap proses ijtihadiyah sebagaimana yang menjadi keharusan
dalam pendekatan sistem dalam penetapan hukum Islam (system
aproacch) yang digagas oleh Jasser Audah.*™

Dalam konteks ini Jasser Audah mengembangkan Magashid Al-
Syari’ah dari yang hanya berdasar klasifikasi “cakupan® berkembang
pada “klasifikasi kebutuhan®, sehingga muncul klasifikasi Mashlahah al-
Ammah (General Magashid), Khassah (Spesific Magashid) dan
Juziyah“(Pastial Magashid).’® Masa setelah al-Satiby sampai dengan
sekarang al-Magasid menjadi pendekatan, menuju puncak kejayaan yang

ditandai penggunaanya sebagai rujukan dan dalil dalam menjawab

persoalan kontemporer. Penanda penggunaan al-Magasid menjadi

101 Masa setelahnya sampai dengan sekarang al-Magasid menjadi pendekatan, menuju puncak
kejayaan yang ditandai penggunaanya sebagai rujukan dan dalil dalam menjawab persoalan
kontemporer. Penanda penggunaan al-Magasid menjadi pendekatan adalah karya Gamal al-Din
Attia yang berjudul Towards Realization of the Higher Intens of Islamic Law: a Functional
Approach serta karya Jasser Auda yang berjudul Maqasid al-Syari’ah as Philosophy of
Islamic Law: a Systems Approach.

192 1shaq, 2015, Maqashid al-Syari‘ah Based ljtihad Dalam Contemporery Islamic Law, 7-8.
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pendekatan adalah karya Gamal al-Din Attia yang berjudul Towards
Realization of the Higher Intens of Islamic Law: a Functional Approach
serta karya Jasser Auda yang berjudul Maqasid al-Syari’ah as
Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach. %3

Dalam melakukan risetnya Jasser menggunakan filsafat
sistem sebagai objek formal kajian ilmu atau sudut pandang penelitian,
dan al-Maqasid Syari’ah sebagai objek material kajian ilmu atau
fokus kajian.'%

d. Magashid Syari’ah Jasser Auda

Magqashid al-Syariah Jasser Audah merupakan teori Magashid
modern dan kontemporer, dengan memperluas jangkauan manusia lebih
luas, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Lebih khusus
Magashid Jasser Auda dibangun dengan dua pendekatan, pertama adalah
pendekatan sistem sebagai metode berfikir dan pisau analisisnya, sebuah
pendekatan baru yang belum pernah terfikirkan untuk digunakan dalam
diskusi tentang hukum Islam dan Ushul af-Figh.

Sistem adalah disiplin baru yang independen, yang melibatkan
sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori Systems dan Analisis Sistemik
adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja pendekatan Systems. Teori
Systems adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak ‘anti-

modernism’ (anti-modernitas) yang mengkritik modernitas dengan cara

103 Syaifuddin, 2015, Teori Hukum Islam dalam Pendekatan System Jasser Audah, Interest, Vol.
13, No. 1, 36-37.
1% bid, 37.
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yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori
postmodernitas. Konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam
pendekatan dan analisis Systems antara lain adalah melihat persoalan
secara utuh (Wholeness), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan
perbaikan dan penyempurnaan (Openness), saling keterkaitan antar nilai-
nilai  (Interrelated Hierarchy), melibatkan berbagai  dimensi
(Multidimensiona-lity) dan mendahulukan tujuan pokok
(Purposefulness).'®

Masih terkait dengan Systems sebagai disiplin baru adalah apa
yang disebut dengan Cognitive Science, yakni bahwa setiap konsep
keilmuan apapun keilmuan agama maupun non-agama selalu melibatkan
intervensi atau campur tangan kognisi manusia (Cognition). Konsep-
konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak kognitif (cognitive
nature) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan konsep-
konsep fundamental dari teori hukum Islam.®®

Epistemologi Magashid Syariah dalam sistem terdapat 6 (enam)
fitur epistemologi hukum Islam kontemporer, yang menggunakan
pendekatan filsafat sistem menurut Jasser Auda. Keenam fitur ini
dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab pertanyaan

bagaimana Magasid al-Syari’ah diperankan secara nyata dalam metode

pengambilan hukum dalam berijtihad di era sekarang. Bagaimana kita

195 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magoshid Syari’ah, (Bandung: Mizan Media
Utama (MMU), 2015), 11.
C1bid., 255.
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dapat menggunakan Filsafat Sistem Islam (Islamic Systems Philosophy)
dalam teori dan praktik yuridis, agar supaya hukum Islam tetap dapat
diperbaharui (renewable) dan hidup (alive) dimanapun berada?
Bagaimana pendekatan filsafat Systems yang melibatkan cognition,
holism, openness, interrelated hierarchy dan multidimensionality dan
purposefulness dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam teori hukum
Islam? Bagaimana kita dapat mencermati dan menemukan kekurangan-
kekurangan yang melekat pada teori-teori penafsiran teks, teori dan
praktik hukum pada era Klasik (Tradisional), Modern dan Post-modern
dalam hukum Islam dan berupaya untuk menyempurnakan dan
memperbaikinya? Secara intelektual, upaya ini sangat penting artinya
karena keberhasilan dan kegagalannya akan berpengaruh secara langsung
terhadap dunia pendidikan dan pengajaran, proses menjaga rasa keadilan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap lapis dan
jenjangnya, rumusan teori, metode dan pendekatan yang biasa berlaku
dan digunakan dalam pendidikan Islam, dakwah Islam, budaya dan
sosial-politik, kegiatan research dan pengembangan ilmu pengetahuan

dalam masyarakat Muslim dimanapun mereka berada.*®’

197 Ipid, 11.
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C. Kerangka Konseptual
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BAB I111
SETTING SOSIO JASSER AUDA

A. Setting Sosio Histori dan Karir Intelektual

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi
Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam
Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim
Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut
Internasional Pemikiran Islam di London, di Inggris; anggota Institut
Internasional Advanced Sistem Research (I1AS), di Kanada; anggota
pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan
Eksekutif Asosiasi llmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota
Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan
untuk Islamonline net. la memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales,
Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D
yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo Kanada, dalam kajian
Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam
Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Magashid
al-Syari’ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies
pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc

diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun
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1988. la memperoleh pendidikan al-Qur’an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid
al-Azhar, Kairo.'®

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Magashid Research
Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen
tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic
Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam India. Beliau
menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait
dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan di beberapa negara di
seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan
yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam
kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikann
Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku; yang terakhir dalam
bahasa Inggris, berjudul Magashidal-Syariah as Philosophy of Islamic
Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008). Tulisan yang telah
diterbitkan berjumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal,
tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal
online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang

telah ia terima.'®

1%Mukhlishi, 2014, Konsep Magashid Al-Syari’ah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak
Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda, al-lhkam, Vol. 12 No. 1, 33. Bandingkan dengan Arfan
Mu’ammar, Studi Islam Perspektif Insider atau Outsider, (Jogjakarta: IRCiSoD (Anggota IKAPI,
2013), 389.

1%9jasser Auda, Magasid al-Syariah, A Beginner Guide, Terjemah ‘Ali ‘Abdelmon’im,
(Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013), 37-139.
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B. Kegiatan Jasser Auda

Berbicara tentang filsafat keilmuan hukum Islam saat ini tidak bisa
terlepas dari peta sejarah perkembangan pemikiran Islam dengan teliti
mulai dari era Islam Tradisionalis, Islam Modern sampai Islam
Postmodern. Jasser Auda membuat peta perkembangan pemikiran Islam
dalam bukunya tersebut. Pertama Islamic Traditionalism.**

Ada empat varian disini. 1) Scholastic Traditionalism, dengan ciri
berpegang teguh pada salah satu madhhab figh tradisional sebagai sumber
hukum tertinggi, dan hanya membolehkan ijtihad, ketika sudah tidak ada
lagi ketentuan hukum pada madhhab yang dianut. 2) Scholastic Neo
Traditionalism, bersikap terbuka terhadap lebih dari satu madhhab untuk
dijadikan referensi terkait suatu hukum, dan tidak terbatas pada satu
madhhab saja. Ada beberapa jenis sikap terbuka yang diterapkan, mulai
dari sikap terhadap seluruh madhhab figh dalam Islam, hingga sikap
terbuka pada madhhab Sunni atau Shia saja. 3) Neo-Literalism,
kecenderungan ini berbeda dengan aliran literalism klasik (yaitu mazhab
Zahiri). Neo-literalism ini terjadi pada Sunni maupun Shi’a. Perbedaannya
dengan literalism lama adalah jika literalism klasik (seperti versi lbn
Hazm) dengan neo-Literalism adalah literalism klasik lebih terbuka pada
berbagai koleksi hadis, sedangkan neo-literalism hanya bergantung pada

koleksi hadis dalam satu mazhab tertentu. Namun demikian, neo-literalism

“9Amin Abdullah. 2012. Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam
Merespon Globalisasi. Asy-Syir’ah. 45 (2): 316-317.
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ini seide dengan literalisme klasik dalam hal sama-sama menolak ide
untuk memasukkan purpose atau magasid sebagai sumber hukum yang
sah (legitimate). Contoh neo-literalism saat ini adalah aliran Wahabi. 4)
Ideology-Oriented Theories. Ini adalah aliran traditionalism yang paling
dekat dengan post-modernism dalam hal mengkritik modern ‘rationality’
dan nilai-nilai yang bias ‘euro-centricity’, ‘west-centricity’. Salah satu
sikap aliran ini adalah penolakan mereka terhadap demokrasi dan sistem
demokrasi, karena dinilai bertentangan secara fundamental dengan sistem
Islam.** Kedua, Islamic Modernism. Ciri umum para tokoh corak
pemikiran ini adalah mengintegrasikan pendidikan Islam dan Barat yang
mereka peroleh, untuk diramu menjadi tawaran baru bagi reformasi Islam
dan penafsiran kembali (re-interpretation).

Ada lima varian disini. 1) Reformist Reinterpretation. Dikenal juga
sebagai ‘contextual exegesis school’ atau atau menggunakan istilah Fazlur
Rahman ‘systematic inter pretation’. Contoh, Muhammad Abduh, Rashid
Rida dan al-Tahir Ibn Ashur telah memberi kontribusi berupa mazhab
tafsir baru yang koheren dengan sains modern dan rasionalitas. 2)
Apologetic Reinterpretation. Perbedaan antara reformist reinterpretations
dan apologetic reinterpretations adalah reformist memiliki tujuan untuk
membuat perubahan nyata dalam implementasi hukum Islam praktis;

sedangkan apologetic lebih pada menjustifikasi status quo tertentu,

M Apdullah, Idem: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem
dalam Usul Fikih Sosial, Media Syariah, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011. 15.
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‘Islamic’ atau ‘non-Islamic’. Biasanya didasarkan pada orientasi politik
tertentu.seperti Ali Abdul Razig dan Mahmoed Mohammad Taha. 3)
Dialogue-Oriented Reinterpretation/Science-Oriented Reinterpretation.
Ini merupakan aliran modernis yang menggunakan pendekatan baru untuk
reinterpretasi. Mereka memperkenalkan ‘a scientific interpretation of the
Qur’an and Sunnah’. Dalam pendekatan ini, ‘rationality’ didasarkan pada
‘science’, sedangkan ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis direinterpretasi
agar selaras dengan penemuan sains terbaru. 4) Interest-Oriented Theories.
A Maslahah-based approach ini berusaha untuk menghindari kelemahan
sikap apologetic, dengan cara melakukan pembacaan terhadap nass,
dengan penekanan pada maslahah yang hendak dicapai. Contoh, seperti
Mohammad Abduh dan al-Tahir ibn Ashur yang menaruh perhatian
khusus pada maslahah dan magasid dalam hukum Islam, sehingga mereka
menginginkan reformasi dan revitalisasi terhadap hukum Islam yang
terfokus pada metodologi baru yang berbasis magasid. 5) Usul Revision.
Tendensi ini berusaha untuk merevisi Usul al-Figh, mengesampingkan
keberatan dari neotradisionalis maupun fundamentalist lainnya. Bahkan
para tokoh yang tergolong Usul Revisionist menyatakan bahwa ‘tidak ada
pengembangan signifikan dalam hukum Islam yang dapat terwujud, tanpa
mengembangkan Usul al-Figh dari hukum Islam itu sendiri. Beberapa
nama disebut sebagai contoh, antara lain Mohammad Abduh (1849-1905),

Mohammad Igbal (1877-1938), Rashid Rida, al-Tahir ibn Ashur, al-
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Tabtabai, Ayatullah al-Sadir, Mohammad al-Ghazali, Hasan al-Turabi,
Fazlur Rahman, Abdullah Draz, Sayyid Qutb, Fathi Osman. Juga Ali
Abdul Razig, Abdulaziz Sachedina, Rashid Ghannouchi, Mohammad
Khatami. Ketiga, Post-modernism. Metode umum yang digunakan
tendensi ini adalah ‘deconstruction’, dalam style Derriida. 1) Post
Structuralism. Berusaha membebaskan masyarakat dari otoritas nass dan
menerapkan teori semiotic (Teori yang menjelaskan bahwa ‘Bahasa
sesungguhnya tidak menunjuk kepada realitas secara langsung”(Language
does not refer directly to the reality) terhadap teks al-Qur’an, agar dapat
memisahkan bentuk implikasi yang tersirat (separate the implication from
the implied). 2) Historicism. Menilai al-Qur’an dan hadis sebagai ‘cultural
products’ dan menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern
dijadikan sebagai sumber etika dan legislasi hukum. 3) Critical —Legal
Studies (CLS). Bertujuan untuk mendekonstruksi posisi ‘power’ yang
selama ini mempengaruhi hukum Islam, seperti powerful suku Arab dan
“male elitism’. 4) Post-Colonialism.Mengkritik pendekatan para orientalis
klasik terhadap hukum Islam, serta menyerukan pada pendekatan baru
yang tidak berdasarkan pada ‘essentialist fallacies’(prejudices) terhadap
kebudayaan Islam. 5) Neo-Rationalism. Menggunakan pendekatan historis
terhadap hukum Islam dan mengacu pada madhhab mu’tazilah dalam
halrational reference untuk mendukung pemahaman mereka. Banyak

nama-nama yang disebut. Antara lain tokoh Mohammad Arkoun, Nasr
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Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, al-Tahir al-Haddad dan juga Ebrahim
Moosa dengan buku-buku atau artikel yang disebut dalam bab Bibliograpi.
Juga Avyatullah Shamsuddin, Fathi Osman, Abdul Karim Soroush,
Mohammad Shahrur dan yang lain-lain.**?

Jasser Auda kemudian mengajukan pendekatan Systems untuk
membangun kerangka pikir baru untuk pengembangan hukum Islam di era
global-kontemporer. Hasil penelitian terhadap ke tiga trend hukum Islam
diatas dinyatakan sebagai berikut: “Current applications (or rather, mis-
applications) of Islamic Law are reductionist rather than holistic, literal
rather than moral, one-dimensional rather than multidimensional, binary
rather than multi-valued, deconstructionist rather than reconstructionist,
and causal rather than teleological”.*™® (Penerapan atau lebih tepat
disebut kesalah penerapan hukum Islam di era sekarang adalah karena
penerapannya lebih bersifat reduktif (kurang utuh) dari pada utuh, lebih
menekankan makna literal dari pada moral, lebih terfokus pada satu
dimensi saja dari pada multidimensi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi lebih
bercorak hitam-putih dari pada warna-warni pelangi, bercorak
dekonstruktif dari pada rekonstruktif, kausalitas dari pada berorientasi

pada tujuan (teleologis).

Y1pid., 17.
BJasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, (London:
The International Institute of Islamic Thought, 2007), xxvii.
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C. Kegelisahan Akademik Jasser Auda

Jasser Auda gelisah dengan tindakan bom bunuh diri atas nama
hukum Islam, ketika aksi teror berlangsung di berbagai kota termasuk di
London tempat ia bekerja. Jasser mengangaap perbuatan orang-orang itu
sebagai tindakan kriminal yang mengatasnamakan hukum Islam. la
mempertanyakan hukum Islam seperti apa yang mereka pahami? Apakah
Hukum Islam secara diskriminatif membolehkan membunuh orang pada
kota yang penuh kedamaian ini? Dimanakah Hikmah (wisdom) dan
perlindungan bagi setiap orang (people welfare) yang menjadi landasan
dasar hukum Islam?

Sari’ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya
perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Shari’ah
merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan
kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan
ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan
keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak
mengikuti shari’ah, meskipun hal itu diklaim sebagai sebuah interpretasi
yang benar.

Umat Islam jumlahnya hampir seperempat penduduk dunia, yang
terbentang mulai dari Afika Utara sampai Asia Timur. Demikian juga
banyak muslim minoritas yang tersebar di wilayah Eropa dan Amerika.

Akan tetapi jika dilihat dari ukuran tingkat kemajuan (Human
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Development Indek, HDI) umat Islam tergolong rendah. Apalagi faktor-
faktor HDI yang menjadi ukuran adalah tingkat melek huruf, pendidikan,
partisipasi  politik dan ekonomi, keberdayaan perempuan, Yyang
menunjukkan masih di bawah standart minimal. Jaseer Auda percaya
bahwa Hukum Islam dapat membawa peningkatan produktifitas, perilaku
humanis, spiritualitas, kebersihan, persatuan, persaudaraan, dan demokrasi
masyarakat yang tinggi. Akan tetapi, dalam perjalanannya ke berbagai
negara timbul pertanyaan besar, “Dimana hukum Islam?, Bagaimana
hukum Islam dapat berperan dalam kondisi yang krisis ini? Dimanakah
letak kesalahan dengan hukum Islam?

Dia berusaha melalui risetnya untuk menunjukkan bahwa hukum
Islam mampu memberikan jawaban atas krisis tersebut dengan pendekatan
multi disiplin yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan yang relevan dari
berbagai bidang, yaitu disiplin umum tentang hukum Islam, filsafat, dan
terori sistem. Disiplin Hukum Islam dimaksud termasuk Usul Figh, Figh,
IImu Hadith, dan Ilmu Tafsir. Sedangkan disiplin filsafat termasuk
lapangan logika, filsafat hukum, dan teori pos-modern. Adapun disiplin
teori sistem merupakan disiplin baru yang independen yang mencakup
sejumlah sub-disiplin, antara teori sistem dan analisis sistemik. Sistem
teori merupakan filsafat lain yang anti-modenisme dan mengkritik teori

modernisme. Termasuk teori sistem di dalamnya adalah konsep tentang
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kesatuan (wholeness), multidimensional, terbuka, dan mengarah pada
tujuan tertentu (purposefulness).

Jasser Auda mempersembahkan penelitian multi disiplin yang
bertujuan untuk mengembangkan teori dasar hukum Islam melalui
pendekatan sistem. Terapan sekarang yang tidak tepat dari hukum Islam
adalah reduksi terhadap universalitas, satu dimensi dari multidimensi, dua
nilai dari banyak nilai, dekonstruksi terhadap rekontruksi, dan kausalitas
daripada teleologi. Terdapat kehilangan pertimbangan dan fungsi hukum
Islam dari tujuan dan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah universalitas.
Dan hilangnya nilai spiritualitas, tidak adanya toleransi, ideologi
kekerasan, pemberangusan kebebasan, dan regim yang otoriter. Teori yang
dihasilkan dari riset ini adalah validasi beberapa metodologi ijtihad yang
selama ini telah disepakati sebagai realisasi dari Magasid al-Shari’ah.
Secara praktis akan menghasilkan aturan-aturan Islam yang kondusif
terhadap nilai-nilai  keadilan, perilaku moral, keluhuran budi
(magnanimity), kehidupan bersama, dan berkembangnya humanitas, yang

merupakan makna dari Magasid al-Shari’ah.***

isyaifudin. 2015. Teori Hukum Islam Dalam Pendekatan System Jasser Audah. Interest. 13 (01):

37-39
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BAB IV
LATARBELAKANG LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 didasarkan pada
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan
peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah
pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian,
cara mengajukan gugatan percerian, tenggang waktu bagi wanita yang
mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal
suami beristri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-
masalah tersebut yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan
pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan
Pemerintah ini maka pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari
Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975. Karena
untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah
persiapan dengan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai
Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama,
Departemen Kehakiman, dan Departemen dalam Negeri hingga segala sesuatu

bisa berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu
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enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk menyusun
langkah-langkah.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri
dan wanita hanya memiliki seorang suami. Namun demikian hanya apabila
dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan,
seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama
yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak
bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi
masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam
tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka
kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga
setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh
masalah-masalah dalam keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai
Negeri Sipil yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap
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ketentuan tersebut. Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat
mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat
memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri. Oleh karena itu
dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau
mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1983
tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang
keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian,
larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri
kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian
yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan
terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah
mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam
Peraturan Pemerintah ini disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga
ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama.
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu
hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

1980.
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Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang
semula berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi
salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini,
dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.**

Hal demikian kemudian menjadi cikalbakal lahirnya Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 yang kemudian diperbaharui dengan
lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disamping itu lahirnya Peraturan
Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Sehingga sehubungan dengan contoh dan keteladanan
yang harus diberikan oleh PNS kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada
PNS dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perceraian
dan perkawinan PNS harus memperoleh izin terlebihdahulu dari pejabat yang

bersangkutan. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang dan PNS wanita

115

Fo

Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Bandung,
kusmedia, 2016), 51-52.
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akan menjadi istri kedua/ketiga’keempat dari seorang yang bukan PNS
diharuskan memperoleh izin dari pejabat. Sedangkan PNS wanita tidak
dizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS.

Sejalan dengan ketentuan ini Pemerintah menganggap bahwa warga
Negara yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI mempunyai
kekhususan dari warga negara lainnya. Yakni harus memenuhi peraturan-
peraturan khusus (lex specialis) disamping peraturan-peraturan umum (lex
generalis) sebagai bentuk pengejauantahan dari kompleksnya permasalahan
poligami bagi Pegawi Negeri Sipil di Indonesia. Sebagai lex specialis tentunya
hal ini menuntut para Pegawai Negeri Sipil untuk memperhatikan aturan dari
pemerintah yang mempunyai aturan tersendiri. Maka dari itu pada tanggal 21
April tahun 1983 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
yang mengatur secara husus tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil. Dengan kata lain peraturan ini merupakan pengecualian dari
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat

umum, begitu pula dengan KHI yang berlaku bagi seluruh umat Islam.™

181 hid, 52.
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BAB V

MEMAHAMI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG
IZIN PERKAWIAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN KACAMATA TEORI MAQASHID SYARI’AH JASSER AUDA

Pelaksanaan teori Magashid al-Syari’ah Jasser Auda dilakukan dengan
pendekatan sistem yang dibangun dengan enam fitur dalam epistemologi
Hukum Islam, berikut 6 fitur penunjang teori sistem;

A. Kognisi (Cognitive Nature)**’
Berdasarkan perspektif teologi Islam, figh adalah hasil penalaran dan
refleksi (ijtihad) manusia terhadap nass (teks kitab suci) sebagai upaya
untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Jasser
Auda berpendapat bahwa ijtihad tidak harus dilihat sebagai perwujudan
perintah-perintah Allah, meskipun didasarkan pada konsensus (ijma’) atau
penalaran analogis (qiyas). Posisi ini mirip dengan pandangan al-
musawwibah, yang didasarkan adanya 'kognisi' dari hukum Islam.

B. Utuh (Wholeness)™®

Adapun pandangan holistik dari sistem hukum Islam dalam buku ini

menelusuri dampak pemikiran yuridis yang didasarkan pada prinsip sebab-

akibat dengan menggunakan keprihatinan Al-Razi dengan mengklaim

""Mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan ‘Wahyu’ dan ‘Kognisi’. Artinya, Figh

digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan Ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasio)
menusia terhadap pengetahuan Ilahiah, dengan tujuan tidak adanya pendapat figh praktis yang
dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan Ilahi.

8\Membenahi kelemahan Ushl al-Figh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis
dan atomistic, yaitu dengan mengandalkan satu nash untuk menjawab problematika, tanpa berpijak
pada nahs-nahs yang lain.



96

'kepastian' dalam bukti tunggal. Namun, al-Razi tidak mengatasi masalah
utama dari pendekatan atomistik, yaitu kurangnya kelengkapan di dasar
“sebab” mereka. Sedangkan pada era sekarang ini, penelitiandi bidang ilmu
alam dan sosial telah bergeser secara luas dari ‘piecemeal analysis’,classic
equationsdan logical statements, menuju pada penjelasan seluruh
fenomenadalam istilah-istilah yang bersifat holistic sistem.
C. Openness (Self-Renewal)'*®
Dalam Fitur keterbukaan (opennes) dan pembaruan diri (self-
renewal) sistem hukum Islam, Jasser Auda menunjukkan perubahan
keputusan dengan perubahan pandangan ahli hukum atau budaya kognisi
sebagai mekanisme keterbukaan dalam sistem hukum Islam, dan
keterbukaan filosofis sebagai mekanisme pembaruan diri dalam sistem
hukum Islam. Secara tradisional, implikasi praktis dari bukti al-'urf sangat
terbatas, dan hukum Islam terus didasarkan pada kebiasaan Arab. Dengan
demikian, ‘pandangan ahli hukum' diusulkan sebagai perluasan ke
pertimbangan ‘urf, dalam rangka mencapai 'universalitas' tujuan hukum.
Keterampilan yang diperlukan untuk ijtihad, yang oleh ahli hukum disebut
figh al-waqgi" (memahami status quo), harus dikembangkan yang berarti

seorang ahli hukum harus mempunyai 'pandangan luas yang kompeten’

19getidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini marak
serta membuka system hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, social, dan
budaya. Kedua, memperoleh pemaharuan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain,
yang akan membenk pandangan dunia berkompeten seorang fagih, termasuk di dalamnya adalah
filsafat.
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dalam ‘keterbukaan' sistem hukum Islam untuk kemajuan dalam ilmu alam
dan ilmu sosial.
D. Interrelated Hierarchy'?°
Menurut ilmu Kognisi (Cognitive science), ada 2 alternatif teori
penjelasan tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu ‘feature-
based categorisations’ dan ‘concept-based categorisations’. Jasser Auda
lebih memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada
Usul-al Figh. Kelebihan ‘concept based categorisations’ adalah tergolong
metode yang integratif dan sistematik. Selain itu, yang dimaksud ‘concept’
disini tidak sekedar fitur benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang
memuat kriteria multi-dimensi, yang dapat mengkreasikan sejumlah
kategori secara simultan untuk sejumlah entitas-entitas yang sama. Salah
satu implikasi dari fitur interrelated—hierarchy ini adalah baik daruriyyat,
hajiyyat maupun tahsiniyyat, dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan
klasifikasial Syatibi (yang menganut feature-based categorizations),
sehingga hirarkhinya bersifat kaku. Konsekwensinya, hajiyyat dan

tahsiniyyat selalu tunduk kepada daruriyyat. Contoh penerapan fitur

Interrelated—hierarchy adalah baik salat (daruriyyat), olah raga (hajiyyat)

20Fjtur ke-empat melakukan perbaikan dengan dua cara, yaitu pertama perbaikan jangkauan
maghasid, jika sebelumnya bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan
Magashid maka dalam hal ini ada sinergisme antar hiirarki yang saling berkaitan. Kedua yaitu
perbaikan jangkauan orang yang dilewati Maqgashid al-Syariah, jika magashid tradisional bersifat
individual maka magashid kontemporer berimplikasi lebih luas, yaitu menjangkau masyarakat,
bangsa bahkan umat manusia.
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maupun rekreasi (tahsiniyyat) adalah sama-sama dinilai penting untuk
dilakukan.
E. Multi-dimensionality'?

Jasser Auda mengajak para pembacanya untuk secara sungguh-
sungguh mulai mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan Kkritis dan
multi-dimensi terhadap teori hukum Islam di era kontemporer, agar supaya
terhindar dari pandangan yang bercorak reduksionistik serta pemikiran
klasifikatoris secara biner. Hanya dengan cara seperti itu, para pembaca dan
pemerhati hukum Islam akan sadar bahwa hukum Islam sesungguhnya
melibatkan banyak dimensi, antara lain sumber-sumber (sources), asal-usul
kebahasaan (linguistic derivations), metode berpikir, aliran-aliran atau
madhhab-madhhab berpikir, harus ditambah pula dimensi budaya dan
sejarah, atau ruang dan waktu. Jika segmen-segmen atau elemen-elemen
tadi yang tidak terhubung dan ‘terdekonstruksi’, maka ia tidak akan dapat
membentuk gambaran realitas hukum Islam yang utuh, kecuali jika kita
mampu menjelaskannya kembali lewat skema keterhubungan yang sistemik
dan keterhubungan secara strukturalantar berbagai segmen dan elemen
tersebut. Jasser berkeyakinan bahwa pendekatan yang kritis, multi-dimensi,
berpikir berbasiskan sistem serta berorientasi kepada tujuan akan mampu
memberi jawaban kerangka beripikir yang memadai untuk keperluan

analisis serta pengembangan teori hukum Islam, melebihi yang ditawarkan

2IDikombinasikan dengan pendekatan magashid, dapat menawarkan solusi atas dilemma dalil-
dalil yang bertentangan.
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oleh kalangan postmodernis yang dilihatnya masihsedikit berbau oposisi
biner, reduksionis dan uni-dimensional.
F. Purposefulness'?

Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (Cognitive
Nature), utuh (Wholeness), keterbukaan (Openness), hubungan hirarkis
yang saling  terkait,  (Interrelated  Hierarchy),  muli-dimensi
(Multidimensionality), dan sekarang ditambah Purposefulnes sangatlah
saling berhubungan satu dan lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk
mendukung fitur ‘purposefulness’ dalam sistem hukum Islam, yang
merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir, sebagaimana
buku ini tegaskan. Dengan demikian, pendekatan magashid mengambil isu-
isu yuridis ke tanah filosofis yang lebih tinggi, dan karenanya, mengatasi
perbedaan atas politik antara mazhab hukum Islam, dan mendorong
dibutuhkannya budaya damai dan hidup berdampingan. Selain itu, realisasi
tujuan (magasid) harus menjadi tujuan inti dari semua metodologi linguistik
dan rasional dasar ijtihad, terlepas dari berbagai nama dan pendekatan
mereka. Oleh karena itu, validitas ijtihad pun harus ditentukan berdasarkan

tingkat mencapai 'purposefulness,’ atau mewujudkan Magasid al-Syariah.

22Fjtur kebermaksudan, dtujukan kepada sumber-sumber primer seperti Al-Qur’an dan Hadis
Nabi, dan ditujukan juga kepada sumber rasional, seperti qgiyas, istihsan, dan lain-lain.
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Konkritnya dalam mengimplementasikan Magashid al-Syariah
Jasser Auda tidak bisa lepas dari pandangan al-Syatibi sebagai bapak
Magashid al-Syari’ah, dengan bertumpu kepada kemaslahatan hamba, baik
kehidupan dunia terlebih kehidupan akhirat. Al-Syatibi membagi Magashid

12 Hajiyat,”** dan

al-Syariah menjadi tiga bagian, vyaitu; Daruriyat,
Tahsiniyat.’® Ketiga bagian tersebut tersusun bertingkat dimulai dari yang
paling dasar menuju prioritas, dari yang daruriyat beransur menuju
tahsiniyat.?

Selanjutnya daruriyat dibagi pada lima hal pokok, pertama menjaga
agama (Hafdz al-Din)., kedua menjaga jiwa (Hafdz al-Nafs)., ketiga
menjaga akal (Hafdz al-Agl)., keempat menjaga keturunan (Hafdz al-
Nasal)., kelima menjaga harta (Hafdz al-Mal). Untuk menjaga eksistensi ke
ke lima daruriyat Magashid al-Syariah diharuskan menjaga dua sisi. Sisi
untuk menarik kemanfaatan dan sisi untuk menolak kerusakan.

Pertama menjaga agama, untuk menjaga eksistensi agama seorang
mukallaf diharuskan melakukan perkara yang akan menarik kepada

kemanfaatan dan menghilangkan kepada kerusakan. Dari sisi Agama dalam

menarik kemanfaatan, seorang mukallaf harus beriman kepada Allah SWT,

1235esuatu yang tidak boleh tidak harus ada didalam kehidupan manusia, demi menjaga ekosistem
atau tatanan kehidupan yang baik. Kebutuhan Daruriyat adalah kebutuhan yang apabila tidak
dipenuhi akan menghilangkan kehidupan dan kebaikan mukallaf baik didunia ataupun di akhirat.
12%Kebetuhan manusia yang apabila tidak dipenuhi akan mengganggu terhadap eksistensi manusia
dan merasa tidak nyaman dengan kehidupannya. Namun kebutuhan hajiyat tidak sampai pada
keadaan kerusakan nyawa manusia.

125gesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai hiasan dalam kehidupan. Abd al-Wahab al-
Khlaf, Ilm Ush al-Figh, (t.t.: Haromain, 1425), 199-200.

126 Arfan Mu’ammar, Studi Islam Perspektif Insider atau Outsider, 457.
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dan melaksanakan segala bentuk ibadah. Untuk menghilangkan kerusakan
sorang mukallaf tidak diperbolehkan inkar atau keluar dari batasan agama
Islam hingga menjadi keluar (murtad) dari Agama Islam.

Kedua menjaga jiwa, untuk menjaga eksistensi jiwa mukallaf
diharuskan melakukan perkara yang akan menarik kepada kemanfaatan dan
menghilangkan kepada kerusakan jiwa. Di dalam menarik kemanfaatan
jiwa, seorang mukallaf dituntut mengenal perkara yang halal dan haram dan
melaksanakannya. Untuk menghilangkan kerusakan jiwa Islam kemudian
mencegah manusia berbuat aniaya pada diri sendiri ataupun orang lain
dengan memberi sangsi di dunia berupa gisas, had, dll.

Ketiga menjaga akal, untuk menjaga eksistensi akal seorang
mukallaf diharuskan melakukan sesuatu yang menarik pada kemanfaatan
dan menghilangkan pada kerusakan akal. Di dalam menarik kemanfaatan
akal, seorang mukallaf dituntut mengetahui segala sesuatu yang bisa
menjaga akal. Hingga pada pelarangan mengkonsumsi minuman keras, dan
semberono dalam memelihara akal.

Keempat menjaga keturunan, untuk menjaga eksistensi keturunan
seorang mukallaf diharuskan melakukan sesuatu yang menarik pada
kemanfaatan dan menghilangkan pada kerusakan keturunan. Di dalam
menarik kemanfaatan keturunan, seorang mukallaf dituntut melakukan

reproduksi ulang dengan cara pernikahan seperti yang telah diatur dalam
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Islam. Sedangkan diharamkannya melakukan perzinahan merupakan
penjagaan keturunan.

Kelima menjaga harta, untuk menjaga eksistensi harta mukallaf
diharuskan melakukan sesuatu yang menarik pada kemanfaatan dan
menghilangkan pada kerusakan harta. Di dalam menarik kemanfaatan harta,
mukallaf dituntut menghasilkan dengan benar. Untuk menghilangkan
kerusakan akal diharamkannya melakukan pencurian atau segala bentuk

pengambilan harta secara dzolim.**’

2"vusuf Hamid Alim, al-Magashid al-Ammah Lii al-Syari’ah al-Islam, (t.t.: Dar al-Hadist, t.t.),
203-548
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BAB VI

TINJAUAN TEORI MAQASHID SYARI’AH JASSER AUDA
DALAM MENGANALISA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG PERKAWIAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Analisis Magashid Al-Syariah Terhadap Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1)
berbunyi;

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib

memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat” '?

ketentuan ayat (1) di atas, Pegawai Negeri Sipil yang ingin memiliki istri
lebih dari satu, wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pejabat
sebagai syarat formil diperbolehkannya berpoligami. Pejabat yang
berwenang disamping memiliki tugas menerima atau menolak memberikan
izin diperbolehkannya menikah lebih dari satu istri juga memberikan
masukan, arahan, serta bimbingan terhadap hubungan rumah tangga dari
kedua belah pihak yang kurang harmonis, sebab tidak menutup
kemungkinan timbulnya keinginan poligami berdasarkan hubungan rumah

tangga kurang baik, pejabat Negara sebagai bagian dari sistem Peraturan

128 Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: Fokus Media,2016), 82.
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Pemerintah sudah seharusnya melakukan seleksi seketat mungkin terhadap
permohonan PNS untuk beristri lebih dari satu.'?®

Izin menikah lebih dari satu istri kepada pejabat dalam hukum Islam
tidak ada aturan baku, para ulama’ tafsir (mufassir) khususnya sepakat bagi
laki-laki yang ingin berpoligami diperbolehkan memiliki istri lebih dari

satu, pendapat ini didasarkan pada ayat poligami di dalam QS. An-Nisa’: 3

dan QS. an-Nisa’: 6;

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap
(hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku
adil Maka (kawinilah)seorang saja atau budak-budak yang kamu
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya.

Berikut beberapa riwayat menurut para mufassir tentang Asbab al-
Nuzul ayat di atas, riwayat pertama adalah riwayat Urwah, beliau bertanya
kepada Aisyah tentang maksud QS. An-Nisa’ ayat 3, Aisyah menjawab
“anak yatim sebenarnya berada di bawah pengampuan wali mereka, maka

apabila wali itu suka akan keindahan dan harta para anak yatim, mereka

1291bid,
BOAI-Qur’an, 4 : 3.
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menikahi dengan mas kawin paling rendah, setelah menikahi para wali
memperlakukan mereka dengan tidak baik, karena bagi mereka tidak ada
orang yang akan melindungi dan mencegah perbuatannya kepada anak

yatim,"** demikian menurut riwayat pertama.

Riwayat kedua dari imam Hasan, ada seorang laki-laki dari
penduduk kota Madinah, laki-laki ini memiliki anak yatim dan menikahinya
karena menginginkan harta yang dimiliki anak yatim, ketika anak yatim itu
meninggal maka kemudian hartanya jatuh kepada orang yang telah
menikahi dengan ketentuan waris, akhirnya Allah menurunkan ayat

tersebut.**?

Ketiga adalah riwayat dari Ikrimah, yaitu seorang laki-laki yang
memiliki perempuan (istri) dan anak yatim, laki-laki itu senang memberi
uang pada istri mereka sampai harta yang dimiliki tidak tersisa, karena
kebutuhan semakin banyak dan mendesak akirnya laki-laki itupun

mengambil harta anak yatim untuk diberikan kepada istri mereka.™*

Pemahaman pertama dari riwayat sebab turunnya QS. an-Nisa’ ayat
3 adalah secara garis besar membahas tentang harta anak yatim, dimana
harta anak yatim sebenarnya harus dijaga dan dilindungi sampai dewasa

nanti, bagi si pengampu diperbolehkan mengambil sedikit harta sesuai

BMuhammad Nawawi, Maroh Labib Tafsi Nawawi, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 139.

32|pid, 129. Bandingkan dengan Muhammad Ali Sobuni, Rawa I al-Bayan Tafsri Ayat al-Ahkam
Min al-Qur’an, (Libanon: al-Maktabah, 2007), 397.

bid.
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kebutuhan dalam mengurusi anak yatim yang menjadi tanggungjawabnya,
sehingga tidak diperbolehkan mentasarrufkan harta tersebut melebihi kadar
kebutuhan. Perlinduangan harta tersebut berlangsung hingga anak yatim
balligh dan cakap dalam mentasarrufkan hartanya sehingga apabila anak
yatim sudah sampai pada usia balligh maka bagi si-pengampu wajib
memberikan harta tersebut kepada anak yatim, demi kelangsungan hidup
mereka. Perintah memberikan harta anak yatim ketika sudah memenuhi
persyaratan, seperti sampai pada masa balligh, cerdas dan cakap

berdasarkan ketentuan ayat al-Quran QS an-Nisa’ ayat 6;*

;,;.J a3l 1025 24 a2ilz Db Z8T 153 15] 5> L,Mu NEp
Mwugw) 10K of \)\.u,u m,KL N V.Ly\
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Artinya “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan
janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka
dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah
ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa

3*Hikmah dari ketentuan harta diberikan ketika sudah sampai pada masa balligh adalah bagi anak
yatim yang belum balligh, artinya belum waktunya dipasrahi amanah menjaga dan mentasarrufkan
harta, dikhawatirkan oleh mereka digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Muhammad
Ali Sobuni, Rawa’l al-Bayan Tafsri Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an, (Libanon: al-Maktabah, 2007),
397.

B3Al-Quran, 4: 6



107

yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut.
kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka
hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi
mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

QS An-Nisa’ ayat 6 merupakan bentuk penegasan terhadap wali atau
seseorang yang mengampu anak yatim harus menjaga serta melindungi
harta mereka sampai anak yatim siap mentasarrufkan hartanya dengan

benar.

Pemahaman kedua QS an-Nisa’ ayat 3 bagi seseorang yang memiliki
anak yatim dan berkeinginan untuk menikahinya menurut ulama’ tafsir
hukumnya boleh, dengan syarat memiliki inisiatif baik, tidak karena
menginginkan harta mereka. Bagi seseorang yang menginginkan untuk
menikahi wanita anak yatim hukumnya boleh melihat pada dhahir ayat
berdasarkan kaidah “al-lbroh biumumi al-Lafdzi la bi khusus as-Sabab”,
yaitu pemaknaan suatu teks didasarkan pada keumuman lafadz tidak
didasarkan pada kekhususan sebab yang terjadi.*® Konkritnya dari kaidah
tersebut bagi siapapun yang berkeinginan untuk menikahi anak yatim
hukumnya diperbolehkan, meski sebab-sebab yang melatarbelakangi

turunnya QS an-Nisa’ berbeda dengan konteks sekarang.

B¢Didalam ilmu tafsir terdapat dua kaidah yang saling bertolakbelakang terkait pemahaman teks
ayat al-Qur’an. Pertama kaidah “al-lbroh biumumi al-Lafdzi la bi khusus as-Sabab” dan kaidah
”al-lbroh bi khusus as-Sabab la bi Umumi al-Lafdzi”, orientasi kaidah pertama dipegangi oleh
mufassir tradisional, sedangkan kaidah kedua dipegangi oleh mufassir kontemporer, tidak terbatas
hal itu, ulama’ kontemporer demi manjaga eksistensi pembacaan ulang terhadap al-Qur’an
membuat kaidah baru “al-lbroh biumumi al-Lafdzi wa bi khusus as-Sabab”. Lihat Jurnal
Heriyanto. 2015. Menyantuni  Sejarah Dalam ljtihad : Telaah Kritis Kaidah "at-ltbrah bi
'Umiim al-laftl ts bi Khususi al-Sabab". Al-Manahij. 1X (2): 186.
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QS. An-Nisa’ ayat 3 diturunkan berkaitan erat dengan posisi harta
anak yatim, bagi seseorang yang berkeinginan menikahi anak yatim
diperbolehkan dengan tujuan baik. Jika tujuan dari menikahi mereka lebih
diorientasikan pada harta semata maka hukumnya tidak diperbolehkan.

Sesuai QS. An-Nisa’ ayat 3 berupa;

2 =8 gE _s=
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menurut ulama’ tafsir,”>’ perintah dari lafadz &b 13456 ditujukan kepada

wanita selain wanita yatim, artinya laki-laki diperbolehkan menikahi wanita
yatim, dengan ketentuan bisa berlaku adil serta memperlakukan mereka
dengan baik. Akan tetapi, apabila orientasi dari menikahi wanita yatim
tersebut tidak dibenarkan menurut ketentuan syari’ah sebagai acuan, maka
hukum menikahi anak yatim tidak diperbolehkan, konsekuensi hukumnya
kemudian dianjurkan memilih wanita yang akan dinikahi selain dari anak
yatim, demi melindungi anak yatim dari praktek-praktek yang tidak benar

sebagai bentuk hifdz alDdin, al-Nafsi dan Maal.

Dari sini kemudian titiktemu QS. An-Nisa’ ayat 3 dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1) bertemu. Peraturan

37| ihat Muhammad Nawawi, Maroh Labib Tafsi Nawawi, 139.
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Pemerintah lebih khusus pasal 4 ayat (1) jika didekati dengan pendekatan al-
Qur’an dan kajian tafsir terdapat titiktemu terhadap Maqashid as-Syari’ah,
titiktemu yang dimaksud adalah tujuan syari’ah berupa hifdzu al-Din, al-

Nafsi, al-Aqgl, nasabi, dan maal.

Pertama, cikalbakal diturunkannya QS an-Nisa’ ayat 3 disebabkan
adanya ketidakadilan dari pihak laki-laki yang menikahi anak yatim, baik itu
terkait dengan harta benda, ataupun berkaitan dengan pernikahannya. Harta
anak yatim sesuai redaksi QS an-Nisa ayat 3, seharusnya mendapat
perhatian khusus demi masa depan anak yatim kelak, sudah tentu mendapat
perlakuan yang berbeda dibandingkan perlakuan yang lain karena nilai

tanggungjawab yang besar.

Perlakuan khusus pada harta anak yatim selain karena tidak memiliki
sandaran hidup, anak yatim juga mendapat perlakuan khusus dari Allah
SWT berdasarkan QS an-Nisa’ ayat 3 dan 6. Jika perlakuan kepada anak
yatim tidak ada unsur keadilan, kemanfaatan, maka akan mengancam tujuan
Syariah berupa Agama, sebab Agama sebagai rahmatan lil alamin
seyogyanya menjaga eksistensi kehidupan anak yatim dengan perlakukan
yang sama. Oleh sebab itu, Allah SWT memberi syari’ah berdasarkan QS
an-Nisa’ ayat 3 dan 6 adalah penjagaan kepada eksisensi kehidupan yaitu

hifdz al-ddin dan hafdz al-nafsi, sebagai pedoman kepada ummat manusia,
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sesuai dengan larangan yang terdapat di dalam al-Qur’an QS al-Israa’ ayat

33;
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Artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris

itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang
yang mendapat pertolongan.

Kedua adalah harta anak yatim, jika harta dari anak yatim
ditasarrufkan pada hal-hal yang tidak semestinya, maka hal tersebut akan
mengganggu terhadap stabilitas kehidupan anak yatim kelak setelah dewasa,
hal ini tentu tidak seiring dengan tujuan syariah yang melindungi jiwa setiap
manusia. Disamping itu, pentasarrufan harta yang tidak semestinya juga
bertentangan dengan hifdzu al-maal, di dalam Islam sesuai QS an-Nisa’ ayat
3 tidak diperkenankan memakan dan mentasarrufkan harta anak yatim

secara batil, terlebih tanpa pertanggungjawaban.

BEAI-Quran, 14 : 33.
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Hubungannya dengan Pasal 4 ayat (1), selain berbicara tentang harta

anak yatim, QS an-Nisa ayat 3 juga membahas perintah™*

poligami
merupakan keadaan dharurot, yaitu keadaan yang diluar keadaan
semestinya,** karena poligami adalah bentuk keadaan dharurat tentunya
tidak semua orang bisa dan mampu melakukan. Oleh sebab itu, sinergisitas
Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 bertemu, dengan berpedoman pada

asas Ushl al-Figh berupa Syad Dari’a,*"

menutup atau mengharamkan
sesuatu yang dihawatirkan akan terjerumus pada pelanggaran, baik dalam
pandangan hukum Islam ataupun Hukum Positif disuatu Negara, disini
posisi penting permintaan izin PNS kepada pegawai, bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berkeinginan menikah lebih dari satu istri oleh pejabat
(Pengadilan Agama) akan dilakukan ferifikasi terlebih dahulu di muka
pengadilan tentang kelayakannya, dengan mengacu pada syarat alternatif
dan komulatif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 tentang

kelayakan untuk memiliki istri lebih dari satu.

3%pendapat Jumhur tentang Amar pada kalimat 'S adalah amar boleh, seseorang boleh
menikah ataupun tidak, sama halnya seperti seseorang boleh makan dan minum atau tidak, akan
tetapi dalam konteks tertentu akan berubah dengan melihat pada konteks orang yang dihukumi.
Pendapat lain mengatakan wajib karena melihat pada dzahir ayat. Sedangkan menurut Imam al-
Fakhr hukum tidak menikah lebih baik, dengan alasan kalimat !sASil tidak disunnahkan, terlebih
diwajibkan. Lihat Ali Sobuni, Rawa Il al-Bayan Tafsri Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an, 397.

“OIbid, 400.

I Abd al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Figh, (t.p.: Haramian, 1425 H.), 205.
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Diakui ataupun tidak, permohonan izin poligami bagi PNS yang
memiliki tujuan menikah lebih dari satu istri sebenarnya secara umum tidak
terdapat aturan baku dalam Islam, para ulama’ tradisional tidak pernah
membahas hal tersebut, baik karena perbedaan konteks QS. An-Nisa’ ayat 3
dengan konteks munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1),
namun demikian bukan berarti tidak memiliki titiktemu jika didekati dengan
Magashid as-Syari’ah berupa hifdzu al-Din, al-Nafsi, al-Aqgl, Nasabi, dan

Maal.

Turunnya QS. An-Nisa’ ayat 3 didasarkan pada konteks riil pada saat
itu dimana keadaan yatim sangat memprihatinkan, para wali yang
seharusnya menjaga dan melindungi harta-harta mereka justru
mentasarrufkan harta anak yatim mengacu pada kepengtingan mereka
sendiri, disini kemudian Allah SWT dengan kemaha kuasa-Nya melindungi
dengan menurunkan ayat tersebut, agar tidak ada pendiskriminasian antar
ummat, tidak ada tindakan asusila, pendzoliman antara yang satu dengan
yang lain, menggunakan hak orang lain demi menjaga eksistensi menusia
satu dengan yang lain agar sama-sama terjamin perlindungan yang
menyangkut kebutuhan primer Hifdz al-Din, Nafsi, Agli, Nasabi, dan Maal
(menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dengan berorientasi pada

menarik kemanfaatan (Jalb al-Masalih) dan meninggalkan kemudharatan
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(Da’r al-Mafasid), baik itu hubungan antar individu, individu dengan
kelompok, kelompok dengan kelompok, semuanya mendapatkan jaminan

kehidupan.**?

Permohonan izin dari Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat
(Pengadilan Agama)**® bertujuan melakukan ferifikasi terhadap siapa saja
dari Pegawai Negeri Sipil khususnya yang memiliki keinginan menikah
lebih dari satu istri. Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya terdapat UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekaligus aturan khusus Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas No. 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah acuan untuk
menentukan kelayakan dari Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan
berpoligami. Dari sini diharapkan, Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan
poligami memikirkan secara matang dari keinginannya itu pada aturan yang

berkaitan dengan syarat alternatif dan kumulatif.

Pada umumnya ulama’ Indonesia berdasarkan prespektif Maslahah
Mursalah sudah terbuka wawasannya dalam melihat izin poligami baik dari
kalangan masyarakat biasa maupun dari kalangan Pegawai Negeri Sipil.
Mereka sudah dapat menerima ketentuan bahwa masalah poligami masalah
individual affair, tetapi menjadi urusan yang mesti dicampuri oleh umara’,

sebagaimana disimpulkan oleh Yahya Harahap.

M2 L f5 5 Wuad s Lihat Moh. Adib Bisri, Terjemah al-Fara ‘idul Bahiyyah, (Kudus: Menara,

1977), 1.
%% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 16.
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Mereka dapat membenarkan restreksi poligami. Mereka
sependapat, perkawinan poligami yang sah menurut hukum harus
lebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dan mendapat izin dari
atasan khusus PNS dengan syarat-syarat yang ditentukan. Padahal
selama ini poligami dianggap sebagai individual affair yang tak
perlu dicampuri siapapun, sesuai dengan patokan jumlah yang
ditentukan QS an-Nisa’ ayat 3. Namun mereka bersedia
mempersempit ruang gerak poligami dengan cara memperluas
pernafsiran makna “alla ta’ dilu” pada ayat tersebut, ditambah
dengan landasan asas Maslaha Mursalah. Dengan demikian mereka
dapat menerima rumusan kaidah syariat yang menetapkan poligami
tidak sah tanpa izin pengadilan® dan mendapat sanksi pidana
khusus bagi PNS yang tidak mendapat izin dari atasannya.

Menurut pendapat di atas perkawinan poligami tanpa izin adalah
tidak sah, karena tidak sah maka pernikahannya dapat dibatalkan oleh
pengadilan setelah perkaranya diperiksa pejabat atasannya. Namun Harahap
tidak menyebutkan secara rinci siapa yang ia maksud dengan ulama’
indonesia itu, paling tidak pendapat ini sejalan dengan tuntutan pasal
tentang poligami sebagai bagian dari undang-undang perkawinan yang
disahkan oleh wakil-wakil rakyat yang sebagiannya ulama’ Islam serta
sebelumnya telah digodok oleh berbagai kelompok ormas Islam. Jadi
kedudukan izin poligami dalam hukum Islam sudah menjadi syarat bagi
laki-laki yang ingin berpoligami baik izin tersebut dari isteri maupun izin

dari pengadilan dan izin dari pejabat.

Sekalipun izin berpoligami tidak ada aturan baku di dalam hukum
Islam, sebagai warga Negara yang baik adanya Peraturan Pemerintah yang

sudah menjadi aturan paten khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil wajib

144

Supardi, Menolak Poligami, 54, lihat juga di yahya harahap, dalam polemik, 138.
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hukumnya untuk diikuti dan ditaati. Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-

Qur’an QS an-Nisa’: 59;
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Artinya Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

ayat di atas mengindikasikan terhadap sesuatu yang harus dijadikan patokan
dalam kehidupan, pertama perintah untuk mengikuti al-Quran dan Hadist

Nabi yang terdapat di dalam kalimat Js.2 i 5 & i . Kedua Perintah

untuk mengikuti pemerintah, baik yang mengurusi urusan agama ataupun

masalah Negara yang terdapat dalam :%&. :¥i 43 5."*

Selain itu, dipandang dengan pendekatan sosial, Pegawai Negeri
Sipil baik wanita ataupun pria adalah aparatur Negara, abdi Negara dan
pengemban seluruh tugas Negara yang akan dicontoh, diteladani dan
dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu untuk melindungi

segala aktifitasnya agar tidak terbengkalai maka seharusnya diatur serta

“Al-Quran, 4 : 59.
“®Abd al-Wahab al-Khollaf, Ilmu Ushu al-Figh, 21.
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dibatasi dengan mempersulit memberi izin kepadanya, agar kewajiban
sebagai aparat Negara yang menyangkut kemaslahatan masyarakat serta

menyangkut kepentingan Negara bisa dilaksanakan.

Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan,
Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami tidak bisa dilakukan oleh
individu (suami) secara mandiri karena subjetifitas akan mendominasi
dirinya. Oleh karena itu diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk
mempertimbangkannya. Orang atau lembaga tersebut adalah atasan yang
memiliki wewenang untuk memberi izin kepada Pegawai Negeri Sipil, yang
kemudian dilanjutkan dengan izin kepada hakim atau pengadilan, setelah
melalui proses persidangan dan perembukan, menyimpulkan memberi izin
atau tidak memberi izin kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan
berpoligami. Seorang Pegawai Negeri Sipil akan diberi izin oleh atasannya
apabila telah memenuhi syarat alternatif dan syarat komulatif yang terdapat
dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) nomor 10 tahun 1983. Dan Pegawai Negeri
Sipil tersebut akan diberi izin pula oleh Pengadilan apabila kemaslahatan
yang timbul lebih dominan apabila berpoligami, seperti mampu memberi
nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, sanggup berlaku adil dan hal-
hal lain yang mendukung untuk itu. sebaliknya, apabila kemudharotan yang
akan timbul, maka dari pihak atasan dan Hakim tidak akan memutuskan izin

poligami.
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Perspektif Undang-Undang berkaitan dengan izin Perkawinan dan
Perceraian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur secara
khusus erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan yang dianggap
merupakan salah satu dari syarat sah perkawinan. Sahnya suatu perkawinan
merupakan suatu yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat
yang timbul dari perkawinan, baik yang menyangkut keturunan (anak)
maupun harta. Sah atau tidaknya suatu perkawinan poligami ditentukan oleh
izin dari pihak pengadilan maupun pihak pejabat yang berwenang memberi
izin khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil.

Suatu perkawinan juga dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi
syarat-syarat pada pasal 2 Undang-undang perkawinan, hal ini mengandung
arti bahwa perkawinan itu dilarang apabila tidak memenuhi syarat.
Sedangkan kaitannya dengan masalah poligami adalah adanya izin dari
pengadilan, sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
Undang-undang perkawinan. Tanpa izin dari pengadilan seseorang tidak
dapat kawin lagi, dan untuk Pegawai Negeri Sipil selain Undang-Undang di
atas tersebut maka juga berlaku peraturan khusus yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil.
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Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan kedua dan
seterusnya tanpa adanya izin baik dari pengadilan dan dari pejabat maka
perkawinannya dapat dibatalkan. Barang siapa karena perkawinan masih
terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar
masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang
baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
Undang-undang ini (pasal 24 Undang-undang perkawinan).

Berdasarkan pasal 9 dan 24 Undang-undang perkawinan dan
Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah nomor 10 tahun 1983, mengenai izin poligami merupakan syarat
mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami. Bila
tidak memenuhi persyaratan tersebut, seseorang dilarang melangsungkan
perkawinan karena ia termasuk salah satu perkawinan yang dilarang,
perkawinan poligami tanpa izin dapat dibatalkan oleh pengadilan.**’

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) berbunyi;

“Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri
kedua/ketiga/keempat”.

ayat 2 di atas memberi dua pengertian, pertama bagi pegawai Negeri

Sipil wanita sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 tidak diperbolehkan secara

hukum Negara menjadi istri kedua/ketiga/keempat, baik manjadi istri dari

suami yang sama-sama PNS ataupun orang biasa. Kedua, bagi wanita yang

147

Supardi, Menolak Poligami, 45
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menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seseorang tidak diperbolehkan
menjadi aparatur Negara (PNS). Jika dua hal ini dilanggar, tentu ada
konsekuensi secara hukum, baik berupa pemberhentian secara tidak hormat

ataupun hukuman yang lain sesuai putusan Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 lebih khusus Pasal 4
Ayat 2 tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan-
pertimbangan yang diambil ketika pasal tersebut dilakukan perubahan dan
dirumuskan, padahal secara hukum Islam Pasal 4 Ayat 2 bertentangan
dengan QS an-Nisa’ ayat 3 yang melegalkan laki-laki berpoligami dan

perempuan dipoligami.

Harus diakui bahwa pasal 4 ayat 2 dipandang dari berbagai kajian
yang ada, bertentangan dengan Nash al-Qur’an dan Hadist yang melegalkan
kebolehan laki-laki berpoligami dan perempuan dipoligami, entah
perempuan yang menjadi pegawai negeri ataupun individu biasa. Selain ayat
al-Qur’an QS an-Nisa’ ayat 3 tentang legal formal kebolehan wanita
dipoligami dengan syarat tertentu. Hadist nabi juga menyebutkan

bahwasannya sahabat™*®

Nabi ketika pertama masuk Agama Islam memiliki
istri 10, kemudian nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk
memilih wanita yang disenangi dan menceraikan istri yang lain dengan

batas maksimal 4. Hadist yang dimaksud berupa;

“83ahabat nabi dimaksud bernama Ghailan ast-Staqgafi, pendapaat lain mengatakan Ghailan Bin
Tsagafah.
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hadist di atas dengan redaksi yang berbeda memberi legal formal tentang
kebolehan laki-laki berpoligami dan wanita dipoligami, sahabat bernama
Ghailan dengan istri sepuluh ketika baru masuk Islam, kemudian nabi
memerintahkan untuk memilih empat wanita dan meninggalkan sisanya

adalah kisah dimana perempuan dipoligami mendapatkan payung hukum.

Keterangan yang sama ditemukan juga terdapat dalam hadist Urwah

Bin Mas’ud berbunyi;
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“*Hasan Bin Basyar Bin Yahya al-Amidi, Ittihaf al-Khoirati al-Mahiroti, Juz 4, (t.t.:t.p.t.t.), 100.
**Majd al-Din Abu al-Sa’adah al-Mubarok Bin Muhammad, Jami u al-Ushul Fii Aha’di al-Rasul,
Juz 12, (t.t.: Hadul Kitab, t.t), 601.
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kedua hadist di atas, sama-sama melegalkan perempuan untuk
menjadi istri kedua/ketiga/keempat, tidak memandang apakah berprofesi
sebagai abdi Negara menjadi PNS atau orang biasa. Justru yang menjadi
ketidak bolehan dari kedua hadist di atas apabila melebihi batas maksimal 4

dalam berpoligami,***

tetapi perlu diketahui bahwa ketidakbolehan
berpoligami lebih dari batas maksimal empat, adalah ketidakbolehan yang
berkaitan dengan hukum formil, bukan hukum materiilnya. Artinya

poligami dan dipoligami di dalam pandangan Islam ada payung hukumnya.

Dengan dirumuskannya pasal 4 ayat 2, tentang larangan Pegawali
Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak sesuai dengan
Magashid as-Syari’ah berupa Hifdz al-Nafsi. Konsep larangan baik hukum
Islam atau hukum yang berlaku disuatu Negara jika disesuaikan dengan
Magqashid Syari’ah apabila tidak dilaksanakan dapat mengganggu terhadap
stabilitas jiwa manusia, artinya pelarangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita
menjadi istri kedua/ketiga/keempat dapat mengganggu terhadap eksistensi
kehidupan Pegawai Negeri Sipil wanita, yang apabila dilakukan atau tidak
dilaksanakanakan akan mengganggu kehidupan manusia baik dirinya

ataupun orang lain, terlebih dari gangguan tersebut memunculkan kerugian

dari pelanggaran, maka sesuai kaidah :}Bé j=)l, yaitu setiap perbuatan yang

BIDjidalam kitab-kitab Figh klasik dan Kompilasi Hukum Islam hanya diatur larangan tegas dalam

pernikahan jika kedua mempelai berasal dari satu saudara, baik saudara se ayah dan seibu atau
saudara persusuan, pernikahan hasil paksaan. Lihat Aulia, Kompilasi Hukum Islam, tentang
batalnya perkawinan, 21.
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mengganggu stabilitas nyawa seseorang harus dibuang atau dihilangkan.
Bentuk pelarangan yang terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 seharusnya memberi
jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita, bahwa pelarangan tersebut
betul-betul memberi manfaat yang kembali kepada pegawai negeri sipil

wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Selain itu, Maqashid al-Syariah Jasser Auda lebih mengarah pada
multidimensi yang mengacu kepada “Fath al-Dzari’ah”, tidak mengacu
kepada konsep “Syad Dari’a”. konsep Fath al-Dzari’ah membuka peluang
kepada perbuatan manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak sampai
mengganggu stabilitas hidup. Sedangkan adanya aturan tentang Pegawali
Negeri Sipil wanita bertentangan dengan konsep di atas, segala harapan-
harapan yang sebanarnya jika lebih disistemikkan menjadi peluang besar
pada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Contoh hubungan pernikahan
dari suami istri yang sama-sama PNS, secara ekonomi kebutuhan mereka
sudah tercukupi, karena antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan
berbagi, inilah dalam Magashid al-Syariah merupakan peluang besar yang
sempurna menuju Hifdz al-Ddin, Hifdz al-Nafsi, Hifdz al-Agli, Hifdz al-

Nasabi, dan Hifdz al-Maal.

Pasal 4 ayat 2 yang mengatur larangan Pegawai negeri Sipil wanita
menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat tidak sesuai dengan Magashid al-

Syari’ah. Pertama, pasal 4 ayat 2 bertentangan dengan QS an-Nisa’ ayat 3



123

dan hadist Ghailan yang melegalkan laki-laki berpoligami dan wanita
dipologami, baik pegawai Negeri Sipil ataupun bukan, jika demikian pasal 4

ayat 2 juga tidak sesuai dengan Magashid al-Syari’ah berupa Hifdz al-Ddin.

Kedua, pasal 4 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1990 mencegah™? kehidupan
manusia yang sebenarnya membuka peluang besar untuk meningkatkan
taraf ekonomi kehidupan, ini konsep yang mengacu pada Fath al-Dzari’ah.
Selain itu, masih banyak peluang-peluang dari ekonomi yang baik, konsep
tolong menolong dalam Islam yang masuk pada kebutuhan tersier
(tahsiniyat), tolong-menolong yang dimaksud tidak hanya terbatas pada
kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk keluarga, pada tataran lebih luas

seperti masyarakat, berupa saudara, kerabat, tetangga, dll.

Magashid al-Syari’ah dari pernikahan adalah pengembangan
terhadap keturunan. Tujuan ini sebenarnya mengarah pada ayat al-Qur’an
tentang penciptaan menusia dimuka bumi, adalah untuk melestarikan segala
sesuatu yang Allah SWT titipkan kepada manusia atau makhlug dengan
sebaik-baiknya. Karena faktor usia dari manusia terbatas, maka alternatif
untuk meneruskan tugas pokok dibumi sebagai khalifah dengan cara

melakukan reproduksi ulang terhadap anak turun. Reproduksi ini, diatur

>2peraturan seperti itu sebenarnya diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk priventif, jika bisa

dipastikan terjadi mudhorot yang lebih besar apabila tetap diperbolehkan. contoh larangan tidak
berjual-beli pada waktu Sholat Jum’at, sebenarnya hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi jika
tidak dilarangan jual beli diwaktu sholat Jum’at bisa berdampak pada hal yang lebih besar
mudlorotnya, yaitu meninggalkan sholat jum’at yang hukumnya wajib karena sibuk akan jualbeli,
oleh sebab itu hukum jualbeli diwaktu sholat Jum’at tidak diperbolehkan.
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oleh syari’ah melalui akad pernikahan dengan syarat-syarat tertentu yang

harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah.

Selanjutnya, meskipun Maghashid al-Syari’ah pernikahan untuk
melakukan reproduksi anak turun, justru melibatkan segala sesuatu yang
bersangkut paut dengan pernikahan dan secara otomatis wajib pula untuk
dipenuhi, seperti tolong-menolong diantara kedua belah pihak, baik pada
keluarga masing-masing, menyediakan tempat, kasih sayang, mengambil
manfaat dari harta istri seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah
Muhammad SAW dengan Khadijah al-Kubra, menjaga dari perbuatan
tercela dan lain sebagainya. Larangan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah,
tidak sama-sekali memberi peluang terjadinya manfaat lebih besar dalam
keluarga, padahal secara ekonomi tidak ada problem bagi pegawai Negeri
Sipil wanita, hartanya bisa dimanfaatkan kearah yang lebih besar

kemanfaatannya demi kepentingan masyarakat umum.*>®

. Analisis Magashid al-Syariah terhadap Pasal 10 Ayat (2) dan (3).

Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990
berbunyi;

Syarat alternatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah:

a. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa
disembuhkan, atau

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

153

Yusuf Hamid Halim, al-Maqashid al-4 'mah Li al-Syari’ah al-1slamiyah, 102.
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dan ayat (3) berbunyi;
Syarat kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah:

a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri
dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak
penghasilan; dan

c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Al-Maraghi, dalam tafsirnya yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-
maroghi menyebutkan bahwa kebolehan poligami yang disebut dalam QS
an-Nisa’ ayat 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat.
Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan dharurot yang
hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan.*>*

Keadaan dharurat adalah keadaan tidak normal dan mengganggu
terhadap eksistensi jiwa manusia. Gangguan yang dimaksud menurut Al-
Maroghi adalah: Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah
satunya sangat mengharapkan keturunan, apabila pihak suami memiliki
kemampuan seks yang tinggi sementara istrinya tidak mampu untuk
melayani suaminya sesuai dengan kebutuhannya, apabila suami memiliki
harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, dari
kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak, dan kalau jumlah wanita
melebihi jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Maka

inipun menurut al-Maroghi termasuk alasan yang dibolehkan. Barangkali

1% Al-Maroghi, Tafsir Al-maroghi vol IV (Mesir: Mustofa Al-babi Al-halabi, 1963), 181
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untuk kasus lain juga bisa dipakai, seperti dengan jumlah penduduk yang
ternyata memang jumlah wanita jauh lebih banyak dari pada pria.**®

Pendapat imam besar mufassir al-Magrobi searah dengan Pasal 10
ayat 2, yaitu memberikan syarat yang begitu ketat jika dilihat dengan
keadaan manusia sekarang jarang memiliki Kriteria seperti yang sudah
dipaparkan pada syarat alternatif dan kumulatif. Syarat tersebut tidak
bertentangan dengan maqashid al-syariah berupa daruriyat, hajiyat, dan
tahsiniyat. Menjaga agama dan jiwa baik laki-laki dan perempuan, baik
pegawai negeri sipil atau tidak adalah perkara yang wajib, dengan maksud
ingin mendapatkan kemanfaatan dan menghilangkan kerusakan. Jika izin
poligami yang diatur tidak mencantumkan syarat-syarat yang sulit dipenubhi,
tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi praktek-praktek
poligami yang dengan mudah bisa dilakukan.

Dalam pendekatan tafsir, terdapat beberapa pendapat dari para
mufassir tentang poligami yang merupakan hal dharurat, artinya poligami
boleh dilakukan hanya dalam keadaan tertentu saja, yang tidak semua orang
bisa dan mampu melaksanakan, seperti mengganggu Magashid al-Syariah
berupa Hifdz al-Nasal yang membolehkan memiliki istri lebih dari satu.
Contoh perempuan mengalami sakit yang tidak bisa diharapkan

kesembuhannya dan perempuan mandul, disisi yang lain agama Islam

155 Ibid., 181
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mewajibkan melakukan reproduksi ulang demi menjaga eksistensi
kehidupan dibumi.

Pendapat Ali Shobuni dalam kitabnya “Rawa’l al-Bayan Tafsri Ayat
al-Ahkam Min al-Qur’an” tentang ayat poligami mengatakan “wajib bagi laki-
laki menikahi satu istri jika dipastikan tidak bisa berbuat adil”. Pendapat ini

didasarkan pada kalimat s> 5 ¥f 2= 36 “maka apabila kalian

khawatir tidak bisa berlaku adil maka cukup satu saja”.

Ayat ini ditujukan kepada laki-laki yang sudah memiliki istri,
sehingga ditengah-tengah jalinan rumah tangga dengan istri pertama
terdapat hal-hal yang menyebabkan diperbolehkannya poligami, syarat
alternatif dan kumulatif bisa dipenuhi ulama sepakat diperbolehkan, baik
secara hukum Islam atau hukum yang berlaku disuatu Negara. Tetapi
sebaliknya, jika ditengah kehidupan bersama istri pertama secara ekonomi
kurang tercukupi, dan dipastikan syarat alternatif dan kumulatif tidak bisa
dipenuhi maka kebolehan berpoligami menjadi pertanyaan besar, meski
rizki hanya Allah SWT yang mengatur namun manusia bisa dinilai dengan
segala bentuk usahanya.

Sehubungan dengan Pegawai Negeri Sipil dengan syarat alternatif
dan kumulatif yang terdapat dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) sesuai dengan
tuntunan syariah, dan menjaga keutuhan magashid al-syariah berupa hifdz
al-Din dan hifdz al-Nafsi, agama melindungi kehidupan setiap manusia,

dengan menjamin kehidupan yang satu dengan yang lain. Di dalam rumah
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tangga suami berkewajiban memenuhi segala hak istri seperti yang sudah
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri
yang terdapat Bab XII pasal 77 ayat (1) sampai (5), sebaliknya bagi istri
juga harus memenuhi hak suami agar terjalin keseimbangan hubungan
rumah tangga yang rukun sesuai pasal 2 tentang perkawinan adalah sebuah
ikatan yang sangat kuat, ikatan yang kuat tentu sulit terjalin jika dari
masing-masing pihak tidak ada yang berusaha dan bahkan melalaikan

tanggungjawabnya masing-masing.
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BAB VII
PEMBAHASAN TEMUAN

A. Latarbelakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih
diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut
masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara
perceraian, cara mengajukan gugatan percerian, tenggang waktu bagi wanita
yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan
dalam hal suami beristri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-
masalah tersebut yang diharapkan akan dapat memperlancar dan
mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya
Peraturan Pemerintah ini maka pastilah saat mulainya pelaksanaan secara
efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober
1975. Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan
langkah-langkah  persiapan dengan serangkaian  petunjuk-petunjuk
pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan,

Khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan
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Departemen dalam Negeri hingga segala sesuatu bisa berjalan dengan tertib
dan lancar.

Dari paparan di atas, lahirnya Peraturan Pemerintah merupakan
kebutuhan pokok dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan baik dan teratur. Peraturan
Pemerintah dipandang perlu diadakan penyempurnaan kembali karena
terdapatnya ketentuan-ketentuan yang multitafsir dan menimbulkan
perbedaan pandangan dalam memahaminya, sehingga lahirnya Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai penyempurna terhadap Peraturan
sebelumnya.

. Magashid al-Syari’ah Jasser Auda dibangun dengan enam fitur dalam dalam

epistemologi Hukum Islam, berikut 6 fitur penunjang teori sistem;

1. Kognisi (Cognitive Nature)
Menafsirkan sumber hukum Islam, tidak bisa lepas dari kognisi (campur
tangan pemikiran) manusia. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara
produk dengan prinsip, antara wilayah ijtihad dan yang bukan.

2. Utuh (Wholeness)
Menggunakan Magashid al-Syari’ah tidak bisa diaplikasikan dengan
sepotong-potong, tentunya harus dibangun dengan semua disiplin
keilmuan yang kemudian dicari titik temu untuk saling mendukung

sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh.
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3. Openness (Self-Renewal)
Artinya dalam penggunaan Magashid tidak menutup semua akses
keilmuan, objek kajian magashid harus betul-betul dilakukan dengan
utuh, kajian secara utuh pastinya melibatkan segala bidang keilmuan.
4. Interrelated Hierarchy
Ada hubungan secara hirarki sesuai porsi diantara koponen keilmuan,
harus ada kesinambungan antara yang satu dengan yang lain, saling
melengkapi hingga menemukan hasil yang sempurna.
5. Multi-dimensionality
Multi dimensi artiya melibatkan dimensi-dimensi yang lain. Seorang
peneliti dituntut mampu dalam memahami berbagai disiplin keilmuan,
demi menunjang proses dan hasil penelitianyang dilakukan.
6. Purposefulness
Terakhir sebagai acuan dalam penelitian Magashid adalah sejauh mana
hasil penelitian itu bermanfaat, mampu menyelesaikan problematikayang
terjadi.
Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (Cognitive Nature),
utuh (Wholeness), keterbukaan (Openness), hubungan hirarkis yang saling
terkait, (Interrelated Hierarchy), muli-dimensi (Multidimensionality), dan
sekarang ditambah Purposefulnes sangatlah saling berhubungan satu dan
lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur 'purposefulness’

dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar
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bagi sistem berpikir. Dengan demikian, pendekatan magashid mengambil
isu-isu yuridis ke tanah filosofis yang lebih tinggi, dan karenanya, mengatasi
perbedaan atas politik antara mazhab hukum Islam, dan mendorong
dibutuhkannya budaya damai dan hidup berdampingan.

. Tinjuan Magashid al-Syari’ah Jasser Auda terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1980 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagai berikut;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1) berbunyi;

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.

Titiktemu QS. An-Nisa’ ayat 3 dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1) jika didekati dengan
pendekatan al-Qur’an dan kajian tafsir terdapat titiktemu terhadap
Magashid as-Syari’ah, titiktemu yang dimaksud adalah tujuan syari’ah

berupa hifdzu al-Din, al-Nafsi, al-Aqgl, nasabi, dan maal.

Pertama, cikalbakal diturunkannya QS an-Nisa’ ayat 3 disebabkan
adanya ketidakadilan dari pihak laki-laki yang menikahi anak yatim, baik

itu terkait dengan harta benda, ataupun berkaitan dengan pernikahannya.
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Harta anak yatim sesuai redaksi QS an-Nisa ayat 3, seharusnya
mendapat perhatian khusus demi masa depan anak yatim kelak, sudah
tentu mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan perlakuan yang

lain karena nilai tanggungjawab yang besar.

Perlakuan khusus pada harta anak yatim selain karena tidak
memiliki sandaran hidup, anak yatim juga mendapat perlakuan khusus
dari Allah SWT berdasarkan QS an-Nisa’ ayat 3 dan 6. Jika perlakuan
kepada anak yatim tidak ada unsur keadilan, kemanfaatan, maka akan
mengancam tujuan Syariah berupa Agama, sebab Agama sebagai
rahmatan lil alamin seyogyanya menjaga eksistensi kehidupan anak
yatim dengan perlakukan yang sama. Oleh sebab itu, Allah SWT
memberi syari’ah berdasarkan QS an-Nisa’ ayat 3 dan 6 adalah
penjagaan kepada eksisensi kehidupan yaitu hifdz al-ddin dan hafdz al-
nafsi, sebagai pedoman kepada ummat manusia, sesuai dengan larangan

yang terdapat di dalam al-Qur’an QS al-Israa’ ayat 33;

1% Al-Qur’an, 14 : 33.
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Artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan.

Kedua adalah harta anak yatim, jika harta dari anak yatim
ditasarrufkan pada hal-hal yang tidak semestinya, maka hal tersebut akan
mengganggu terhadap stabilitas kehidupan anak yatim kelak setelah
dewasa, hal ini tentu tidak seiring dengan tujuan syariah yang melindungi
jiwa setiap manusia. Disamping itu, pentasarrufan harta yang tidak
semestinya juga bertentangan dengan hifdzu al-maal, di dalam Islam
sesuai QS an-Nisa’ ayat 3 tidak diperkenankan memakan dan
mentasarrufkan harta anak yatim secara batil, terlebih tanpa

pertanggungjawaban.

Hubungannya dengan Pasal 4 ayat (1), selain berbicara tentang

harta anak yatim, QS an-Nisa ayat 3 juga membahas perintah™’

poligami
merupakan keadaan dharurot, yaitu keadaan yang diluar keadaan
semestinya,**® karena poligami adalah bentuk keadaan dharurat tentunya
tidak semua orang bisa dan mampu melakukan. Oleh sebab itu,

sinergisitas Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 bertemu, dengan

B7pendapat Jumhur tentang Amar pada kalimat 's5<i8 adalah amar boleh, seseorang boleh
menikah ataupun tidak, sama halnya seperti seseorang boleh makan dan minum atau tidak, akan
tetapi dalam konteks tertentu akan berubah dengan melihat pada konteks orang yang dihukumi.
Pendapat lain mengatakan wajib karena melihat pada dzahir ayat. Sedangkan menurut Imam al-
Fakhr hukum tidak menikah lebih baik, dengan alasan kalimat 153 tidak disunnahkan, terlebih
diwajibkan. Lihat Ali Sobuni, Rawa I al-Bayan Tafsri Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an, 397.

81bid, 400.
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berpedoman pada asas Ushl al-Figh berupa Syad Dari’a,** menutup atau
mengharamkan sesuatu yang dihawatirkan akan terjerumus pada
pelanggaran, baik dalam pandangan hukum Islam ataupun Hukum Positif
disuatu Negara, disini posisi penting permintaan izin PNS kepada
pegawai, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan menikah lebih
dari satu istri oleh pejabat (Pengadilan Agama) akan dilakukan ferifikasi
terlebih dahulu di muka pengadilan tentang kelayakannya, dengan
mengacu pada syarat alternatif dan komulatif yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 tentang kelayakan untuk memiliki

istri lebih dari satu.

2. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) berbunyi;

“Pegawai  Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri
kedua/ketiga/keempat”.

Dengan dirumuskannya pasal 4 ayat 2, tentang larangan Pegawai
Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak sesuai
dengan Magashid as-Syari’ah berupa Hifdz al-Nafsi. Konsep larangan
baik hukum Islam atau hukum yang berlaku disuatu Negara jika
disesuaikan dengan Magashid Syari’ah apabila tidak dilaksanakan dapat
mengganggu terhadap stabilitas jiwa manusia, artinya pelarangan bagi
Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dapat

mengganggu terhadap eksistensi kehidupan Pegawai Negeri Sipil wanita,

1Abd al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Figh, (t.t.: Haramian, 1425 H.), 205.
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yang apabila dilakukan atau tidak dilaksanakanakan akan mengganggu
kehidupan manusia baik dirinya ataupun orang lain, terlebih dari

gangguan tersebut memunculkan kerugian dari pelanggaran, maka sesuai

kaidah jgﬁ J=ll, yaitu setiap perbuatan yang mengganggu stabilitas

nyawa seseorang harus dibuang atau dihilangkan. Bentuk pelarangan
yang terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 seharusnya memberi jaminan kepada
Pegawai Negeri Sipil wanita, bahwa pelarangan tersebut betul-betul
memberi manfaat yang kembali kepada pegawai negeri sipil wanita untuk

menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Selain itu, Magashid al-Syariah Jasser Auda lebih mengarah pada
multidimensi yang mengacu kepada “Fath al-Dzari’ah”, tidak mengacu
kepada konsep “Syad Dari’a”. konsep Fath al-Dzari’ah membuka
peluang kepada perbuatan manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak
sampai mengganggu stabilitas hidup. Sedangkan adanya aturan tentang
Pegawai Negeri Sipil wanita bertentangan dengan konsep di atas, segala
harapan-harapan yang sebanarnya jika lebih disistemikkan menjadi
peluang besar pada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Contoh
hubungan pernikahan dari suami istri yang sama-sama PNS, secara
ekonomi kebutuhan mereka sudah tercukupi, karena antara satu dengan

yang lain saling melengkapi dan berbagi, inilah dalam Maqgashid al-
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Syariah merupakan peluang besar yang sempurna menuju Hifdz al-Ddin,

Hifdz al-Nafsi, Hifdz al-Aqli, Hifdz al-Nasabi, dan Hifdz al-Maal.

Pasal 4 ayat 2 yang mengatur larangan Pegawai negeri Sipil
wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat tidak sesuai dengan
Magashid al-Syari’ah. Pertama, pasal 4 ayat 2 bertentangan dengan QS
an-Nisa’ ayat 3 dan hadist Ghailan yang melegalkan laki-laki
berpoligami dan wanita dipologami, baik pegawai Negeri Sipil ataupun
bukan, jika demikian pasal 4 ayat 2 juga tidak sesuai dengan Magashid

al-Syari’ah berupa Hifdz al-Ddin.

Kedua, pasal 4 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1990 mencegah®®
kehidupan manusia yang sebenarnya membuka peluang besar untuk
meningkatkan taraf ekonomi kehidupan, ini konsep yang mengacu pada
Fath al-Dzari’ah. Selain itu, masih banyak peluang-peluang dari
ekonomi yang baik, konsep tolong menolong dalam Islam yang masuk
pada kebutuhan tersier (tahsiniyat), tolong-menolong yang dimaksud
tidak hanya terbatas pada kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk
keluarga, pada tataran lebih luas seperti masyarakat, berupa saudara,

kerabat, tetangga, dllI.

1%0peraturan seperti itu sebenarnya diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk priventif, jika bisa
dipastikan terjadi mudhorot yang lebih besar apabila tetap diperbolehkan. contoh larangan tidak
berjual-beli pada waktu Sholat Jum’at, sebenarnya hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi jika
tidak dilarangan jual beli diwaktu sholat Jum’at bisa berdampak pada hal yang lebih besar
mudlorotnya, yaitu meninggalkan sholat jum’at yang hukumnya wajib karena sibuk akan jualbeli,
oleh sebab itu hukum jualbeli diwaktu sholat Jum’at tidak diperbolehkan.
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3. Analisis Magashid al-Syariah terhadap Pasal 10 Ayat (2) dan (3).
Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1990 berbunyi;
Syarat alternatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah:
a. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa

disembuhkan, atau
c. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan.

dan ayat (3) berbunyi;
Syarat kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah:

a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri
dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak
penghasilan; dan

c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Sehubungan dengan Pegawai Negeri Sipil dengan syarat alternatif
dan kumulatif yang terdapat dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) sesuai
dengan tuntunan syariah, dan menjaga keutuhan Magashid al-Syariah
berupa hifdz al-Din dan hifdz al-Nafsi, agama melindungi kehidupan
setiap manusia, dengan menjamin kehidupan yang satu dengan yang lain.
Di dalam rumah tangga suami berkewajiban memenuhi segala hak istri
seperti yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan
kewajiban suami istri yang terdapat Bab XII pasal 77 ayat (1) sampai (5),

sebaliknya bagi istri juga harus memenuhi hak suami agar terjalin

keseimbangan hubungan rumah tangga yang rukun sesuai pasal 2 tentang
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perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, ikatan yang kuat
tentu sulit terjalin jika dari masing-masing pihak tidak ada yang berusaha

dan bahkan melalaikan tanggungjawabnya masing-masing.
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BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lahirnya Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil terdapat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 yang tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan
tersebut.

Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil
tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi
peluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri. Oleh karena itu
dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau
mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan
tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada
perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri
kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian

yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.
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Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi
kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya.
Dalam Peraturan Pemerintah ini disamping diberikan batasan yang lebih
jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan
hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama
dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan
Pemerintan Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap
pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan
Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana
dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan
dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAhun 1983 tentang Izin Perkawina
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu menciptakan
perubahan signifikan sehingga tidak ada lagi kerancuan dalam
menafsirkan ketentuan yang ada di dalam pasal-pasal Peraturan

Pemerintah.
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2. Memehami Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dengan Kacamata
Magashid al-Syariah Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang
dibangun dengan 6 fitur dalam epistemologi Hukum Islam, berikut 6 fitur
penunjang teori sistem; 1. Kognisi (Cognitive Nature)., 2. Utuh
(Wholeness)., 3. Openness (Self-Renewal)., 4. Interrelated Hierarchy., 5.
Multi-dimensionality., 6. Purposefulness.

Mengimplementasikan Magashid al-Syariah Jasser Auda juga tidak
lepas dari pandangan al-Syatibi sebagai bapak Maqgashid al-Syari’ah,
dengan bertumpu kepada kemaslahatan hamba, baik kehidupan dunia
terlebih kehidupan akhirat. Al-Syatibi membagi Maqashid al-Syariah
menjadi tiga bagian, yaitu; Daruriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat. Ketiga
bagian tersebut tersusun bertingkat dimulai dari yang paling dasar menuju
prioritas, dari yang daruriyat beransur menuju tahsiniyat.

3. Hasil analisis Magashid al-Syariah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Ayat 1983
tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
menghasilkan dua kesimpulan. Kesimpulan Pertama pasal 4 ayat (1) dan
Pasal 10 ayat 2 berbunyi syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan
Magashid al-Syari’ah berupa hifdzu al-Din, al-Nafsi, al-Aql, Nasabi, dan
Maal. Sesuai dengan Magashid al-Syariah berupa hifdzu al-Din, al-Nafsi,
al-Aqgl, nasabi, dan maal. Adanya aturan izin perkawinan dan perceraian

bagi masyarakat yang ingin beristri lebih dari seorang atau perempuan
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yang ingin menjadi isteri kedua, khususnya bagi yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil. Maka sesuai Peraturan Pemerintah yang mensyaratkan
Pegawai Negeri Sipil untuk meminta izin kepada atasannya tidak
bertentangan dengan Tujuan Syariah Islam, yaitu demi kemaslhatan
umum.

Selanjutnya Pasal 4 Ayat (2) berbunyi “Pegawai Negeri Sipil
wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Pasal ini tidak
sesuai dengan Maqashid al-Syariah berupa hifdzu al-Din, Hifdz al-Nafsi,
Hifdz al-Aql, Hifdz al-Nasabi, dan Hifdz al-Maal.

B. Saran
1. Syariah Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada makhlug ciptaan-Nya,

tidak lain karena menginginkan semuanya bahagia, baik dikehidupan dunia
terlebih dikehidupan akhirat. Manusia dengan sendirinya tidak akan mampu
menentukan baik dan buruk, bagus dan tidak, layak dan tidak dalam
mengambil sikab tanpa aturan dari Allah SWT, untuk itu Allah SWT
mengutus para Nabi bertujuan memberi kabar gembira tentang kebahagiaan
dunia dan akhirat berdasarkan Syari’ah Allah SWT.

Lantas selanjutnya, apakah semua makhlug Allah SWT khususnya
manusia secara umum bisa dan mampu memahami Syariah Islam? Fakta
membuktikan tidak bisa, untuk itu Kita sebagai akademisi dan calon
pemimpin masa depan, sudah barangtentu dengan motifasi dan semangat
yang dibangun, harus mampu mempelajari karya-karya pendahulu kita

dengan cara melakukan penelitian, demi mendapatkan penemuan baru
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sebagai bentuk pengembangan. Suksesnya kita karena adanya para
pendahulu.

. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengaharap
kepada semua pihak agar terus mengembangkan dengan melakukan
penelitian, pengkajian, dan penemuan kembali sehingga khazanah ke-
Islaman bisa terus berkembang dan mampu menjawab tantangan globalisasi,
khususnya penelitian yang berkaitan dengan penerapan Magashid al-Syariah

Jasser Auda sebagai kebutuhan dan kajian seorang akademis.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Nikah merupakan pengaturan hubungan amanusia sebagai
makhluk sosiadalamberkeluargd. Nikah menjadi satsatunya pintu yang
diperbolehkan membentuk keluarga antara seorangdkkdengan seorang
perempuan. Memut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
perkawinan adalahikatan lahir bah antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suarnstri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

WDQJJD \DQJ EDKDJLD GDQ NHNDO EHUGDVDUNDQ .|

Perkawinan dalam Islam mempergunakan istilah nikamentara itu
Al-4XUTDQ PHPSHUJXQDNDQ LVWLODK QLNDK GHQJDC

berfirman:

FAND A @K B W WS XOAS6g\ W 4! BX
§« 2V ¥ XKEX 2° O UCWE AT BKvE
Artiya: dan kawinkanlah orangrang yang sedirian diantara kamu, dan

orangorang yang layak (berkawin) dari hamt@amba sahayamu yang
lelaki dan hamb&amba sahayamu yang perempudika mereka miskin

'Umul Baroroh, 2012Keberagamaan dan Fundamentalisme sebagai FaR&rsepsi tentang
Kesetaraan Jender, Sikap terhadap Nikah Sirri, dan Respons pada Rencana Legislasi Nikah Sirri
Al-lhkam,1 (1), 1-2.
’MA. Sahal MahfudhNuansa Figh SosialYogyakarta: LkiS & Pustaka Pelajar, 1994), 85.
3Depag RI,$0 4XUTDQ mabdpnyakt.u;Makarta, 1978), 7@andingkan dengan

ara ahli Figh mempergunakan istilah perkawinan dengan nikah, namun di antara para imam

rheHahpkhdatihpéusasamin hiSdataldéospbilgritdtki8 frial Swkadamagzas 199)n89slam
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